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RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Keputusan Gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan selama ini belum berjalan secara seragam dan efisien, akibat
ketiadaan pedoman teknis yang baku. Hal ini berdampak pada tingginya beban
koreksi oleh Biro Hukum dan HAM serta menghambat efektivitas pelayanan
administrasi pemerintahan. Selain itu, perbedaan format, struktur, dan
penggunaan bahasa hukum di antara OPD menyebabkan ketidakkonsistenan
dalam produk hukum dan berpotensi menurunkan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Melalui Aksi Perubahan ini, telah disusun Pedoman Teknis Penyusunan
Keputusan Gubernur sebagai upaya standardisasi, peningkatan kualitas, dan
efisiensi proses penyusunan produk hukum daerah. Dokumen pedoman tersebut
diformalkan melalui penerbitan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan, yang
menjadi dasar penerapan di seluruh OPD. Inisiatif ini merupakan langkah
strategis dalam mewujudkan tata kelola hukum yang terstruktur, profesional, dan
akuntabel.

Selama tahap implementasi jangka pendek, aksi perubahan berhasil
menyelesaikan:

« Kajian awal dan identifikasi permasalahan,

e Pembentukan Tim Penyusun Pedoman,

o Penyusunan dan finalisasi draf pedoman teknis,
e Konsultasi teknis,

e Penerbitan Surat Edaran Gubernur, dan

e Sosialisasi internal kepada ASN terkait.

Ke depan, aksi perubahan ini diarahkan untuk diuji coba secara terbatas di
OPD percontohan (jangka menengah), serta dilakukan diseminasi dan replikasi ke
seluruh perangkat daerah (jangka panjang). Tujuan akhirnya adalah terciptanya
sistem penyusunan Keputusan Gubernur yang seragam dan terstandar di seluruh
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Implementasi pedoman teknis ini diharapkan mampu:



Mengurangi beban harmonisasi,
Meningkatkan kapasitas ASN dalam legal drafting,
Menjamin keseragaman kualitas produk hukum, serta

Meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi hukum daerah.
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BAB I
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

A.Latar Belakang

Produk hukum merupakan salah satu instrumen utama dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Keputusan Gubernur
sebagai bagian dari produk hukum yang berbentuk penetapan sesuai dengan
ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Keputusan
Gubernur bersifat strategis karena memuat ketetapan atau tindakan
administratif Gubernur yang bersifat konkret, individual dan final. Produk
hukum ini dibutuhkan untuk menunjang berbagai kebijakan dan aktivitas
administratif yang tidak diatur secara langsung dalam bentuk peraturan
perundang-undangan namun tetap membutuhkan dasar hukum tertulis.

Namun demikian, kondisi empiris di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan menunjukkan bahwa penyusunan rancangan Keputusan
Gubernur belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum
tersedianya pedoman teknis penyusunan Keputusan Gubernur yang menjadi
rujukan baku bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan
Keputusan Gubernur. Akibat dari ketiadaan pedoman ini, penyusunan produk
hukum berupa Keputusan Gubernur dilakukan secara bervariasi baik dari sisi
format, struktur penulisan, maupun penggunaan tata bahasa hukum. Hal
tersebut menyebabkan beban koreksi dan harmonisasi yang cukup tinggi di Biro
Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan selaku unit pembina hukum
daerah.

Tidak jarang, rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan oleh
perangkat daerah harus dikembalikan berulang kali untuk diperbaiki karena
tidak sesuai dengan kaidah legal drafting maupun tata naskah dinas. Proses ini
tentu memakan waktu, menghambat efektivitas pengambilan keputusan, dan
berdampak langsung terhadap kelambatan pelaksanaan kebijakan strategis.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerancuan hukum,
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inkonsistensi pelaksanaan kebijakan, serta menciptakan ruang abu-abu dalam
akuntabilitas pemerintahan.

Lebih jauh, berdasarkan evaluasi internal pada Subbag Penyusunan
Keputusan Gubernur Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dan
Badan Daerah, diketahui bahwa sebagian besar pengusul produk hukum di
tingkat perangkat daerah belum mendapatkan pelatihan legal drafting secara
memadai. Pemahaman terhadap unsur-unsur hukum dalam Keputusan
Gubernur, prinsip penulisan norma, serta ketentuan tata naskah dinas masih
terbatas. Ketiadaan panduan yang bersifat teknis dan aplikatif juga menjadi
salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas rancangan produk hukum yang
diajukan.

Berangkat dari kondisi tersebut, maka dipandang perlu untuk menyusun
Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur sebagai bentuk dukungan
mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat
reformasi hukum serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang berbasis hukum, terstruktur, dan profesional. Inisiatif ini diharapkan
dapat menjadi solusi atas lemahnya kualitas perancangan produk hukum,
sekaligus mempercepat proses pelayanan administrasi pemerintahan melalui
mekanisme yang tertib dan efisien.

Pedoman ini nantinya akan dituangkan secara formal dalam bentuk Surat
Edaran Gubernur Sumatera Selatan yang menjadi dasar pemberlakuan dan
penerapannya secara menyeluruh di seluruh Organisasi Perangkat Daerah
(OPD). Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya
memenuhi syarat substantif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara
formal dan administratif.

B. Tujuan Aksi Perubahan
1. Jangka Panjang (1-2 tahun): Terwujudnya sistem penyusunan Keputusan
Gubernur yang seragam dan terstandar di seluruh OPD Provinsi Sumatera
Selatan. Sistem ini diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan internal,
namun juga berfungsi sebagai referensi utama dalam menyusun keputusan-
keputusan strategis lainnya. Dengan begitu, dapat tercipta sistem hukum

daerah yang solid, tertib, dan profesional.



2. Jangka Menengah (6 bulan - 1 tahun): Peningkatan kualitas dan efisiensi

harmonisasi produk hukum oleh Biro Hukum dan HAM. Kinerja
harmonisasi ini akan lebih efektif karena draft yang diajukan oleh OPD
sudah sesuai dengan struktur, format, dan substansi yang diatur dalam
pedoman. Selain itu, komunikasi antar unit kerja juga akan lebih lancar

karena memiliki acuan yang sama.

3. Jangka Pendek (selama masa PKP): Tersusunnya dokumen pedoman teknis

dan penerbitan Surat Edaran Gubernur sebagai dasar penerapannya.
Capaian jangka pendek ini menjadi tonggak awal dari implementasi
reformasi hukum administratif di lingkungan pemerintah daerah. Melalui
dokumen ini, ASN memiliki pegangan yang jelas dan konkret dalam

melaksanakan tugas penyusunan Keputusan Gubernur.

Tujuan-tujuan tersebut secara keseluruhan ditujukan untuk membangun

budaya kerja yang lebih tertib hukum, memperkuat profesionalisme ASN, serta

menjamin bahwa setiap produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki

kekuatan legal yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
C. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi perubahan yang dilakukan melalui penyusunan Pedoman Teknis

Penyusunan Keputusan Gubernur memberikan kontribusi nyata terhadap

peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang hukum dan

administrasi pemerintahan daerah. Manfaat ini tidak hanya dirasakan dalam

jangka pendek selama masa pelatihan kepemimpinan, tetapi juga berpotensi

memberikan dampak sistemik yang berkelanjutan dalam jangka menengah dan

panjang.

Secara umum, manfaat aksi perubahan ini mencakup:
Peningkatan efektivitas dan efisiensi proses penyusunan Keputusan
Gubernur, yang selama ini mengalami hambatan akibat ketiadaan standar
teknis yang baku.
Penguatan kapasitas ASN dalam menyusun produk hukum daerah, melalui
penggunaan pedoman yang aplikatif dan pelatihan teknis.
Peningkatan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, melalui

produk hukum yang lebih tertib secara legal dan administratif.



o Efisiensi

penggunaan

sumber

daya anggaran dan waktu,

karena

berkurangnya beban koreksi oleh Biro Hukum dan HAM.

Manfaat tersebut dirinci dalam tabel berikut sesuai dengan jangka waktu,

indikator capaian, dan jenis pengukuran yang digunakan:

Tabel 1.1
Manfaat Aksi Perubahan Berdasarkan Jangka Waktu

Jangka Deskripsi Indikator Jenis Estimasi Dampak
Waktu Manfaat Capaian Pengukuran Ekonomi (Rp)
Pendek Tersusunnya Tersedianya Kuantitatif dan | Rp5.000.000
(0-2 bulan) pedoman teknis | dokumen kualitatif (penghematan waktu

dan  terbitnya | pedoman konsultasi dan

Surat  Edaran | teknis. koreksi)

Gubernur. ASN | Terbitnya

memiliki Surat Edaran.

panduan

tertulis dalam

menyusun

Keputusan

Gubernur.
Menengah Penurunan Penurunan Kuantitatif, Rp25.000.000 per
(2-6 bulan) kesalahan jumlah koreksi | kualitatif, triwulan (efisiensi

dalam draf | hingga  50%. | ekonomis harmonisasi)

Keputusan Jumlah revisi

Gubernur. ASN | menurun.

lebih  terampil | Peningkatan

dan produktif. | kepuasan ASN

Komunikasi pengguna

antar OPD | pedoman.

menjadi  lebih

lancar.
Panjang Terbangunnya Konsistensi Kuantitatif dan | Rp50.000.000/tahun
(6-12 bulan) | sistem format kualitatif (efisiensi administratif

penyusunan Keputusan dan pengurangan

keputusan yang | Gubernur risiko hukum)

terstandar. lintas OPD.

Meningkatnya Survei

kualitas kepuasan

pelayanan publik

hukum dan | tahunan.

kepercayaan

publik.

Manfaat yang dihasilkan dari aksi perubahan ini bersifat terukur, baik

dari sisi kuantitatif (jumlah revisi, tingkat partisipasi ASN, kecepatan proses)

maupun kualitatif (kepuasan pengguna,

profesionalisme ASN, kualitas

dokumen hukum). Secara ekonomi, manfaat tersebut juga dapat dinilai melalui

penghematan biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk proses koreksi

berulang dan harmonisasi dokumen.

Dengan implementasi pedoman teknis ini, Pemerintah Provinsi Sumatera
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Selatan diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam tata

kelola penyusunan produk hukum yang tertib, efisien, dan akuntabel.

D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Aksi perubahan ini dilaksanakan sebagai respons terhadap kondisi
belum optimalnya penyusunan produk hukum berupa Keputusan Gubernur di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Ketidakterpaduan dalam
struktur, format, dan kaidah hukum dalam dokumen yang diajukan oleh OPD
menyebabkan tingginya beban harmonisasi di Biro Hukum dan menghambat
efektivitas administrasi pemerintahan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut secara komprehensif, aksi
perubahan ini dirancang dengan cakupan kegiatan yang jelas, melibatkan
multi-stakeholder, dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pendekatan
SW + 1H, sebagai berikut:

1. What (Apa yang dilakukan?)
Aksi perubahan berfokus pada penyusunan dan penerapan Pedoman Teknis
Penyusunan Keputusan Gubernur. Pedoman ini memuat standar format,
sistematika penulisan, penggunaan bahasa hukum, dan contoh dokumen
baku yang akan menjadi acuan lintas OPD dalam merancang Keputusan
Gubernur.

2. Why (Mengapa dilakukan?)
Pedoman ini sangat dibutuhkan karena saat ini belum tersedia standar
teknis yang baku, sehingga penyusunan Keputusan Gubernur dilakukan
secara tidak seragam. Hal ini mengakibatkan rendahnya kualitas dokumen
hukum, tingginya beban koreksi di Biro Hukum, dan berpotensi
menimbulkan multitafsir dalam implementasi kebijakan. Penyusunan
pedoman menjadi langkah strategis untuk menjamin kepastian hukum,
efektivitas layanan administrasi, serta akuntabilitas birokrasi.

3. Who (Siapa yang terlibat?)
Pihak-pihak yang terlibat dalam aksi perubahan ini meliputi:
e Biro Hukum dan HAM sebagai koordinator utama dan penanggung jawab

teknis.



e OPD pengusul Keputusan Gubernur sebagai pengguna langsung
pedoman.
e Inspektorat dan Biro Organisasi sebagai pengawas tata kelola dan
sinkronisasi regulasi.
e ASN penyusun produk hukum sebagai sasaran peningkatan kompetensi.
e Gubernur/Sekda sebagai pemberi legitimasi melalui Surat Edaran.
4. Where (Di mana dilakukan?)
Aksi ini dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,
terutama pada: Sekretariat Daerah (Biro Hukum dan HAM), Sekretariat
DPRD, Inspektorat, dan Badan Daerah pengusul Keputusan Gubernur.
5. When (Kapan dilaksanakan?)
Kegiatan aksi perubahan berlangsung dari Mei 2025 hingga April 2026,
terbagi dalam:
e Fase Jangka Pendek (Mei-Juli 2025): Penyusunan dan sosialisasi
pedoman.
e Fase Menengah (Agustus—-November 2025): Uji coba dan penyempurnaan.
e Fase Panjang (Desember 2025-April 2026): Diseminasi, implementasi
lintas OPD, dan monitoring.
6. How (Bagaimana pelaksanaannya?)
Pelaksanaan aksi dilaksanakan melalui tujuh tahapan utama:
e Kajian awal dan identifikasi permasalahan dalam penyusunan Keputusan
Gubernur.
e Pembentukan tim penyusun dan penyusunan draft awal pedoman teknis.
¢ Konsultasi dan sinkronisasi isi pedoman bersama lintas OPD.
e Finalisasi dan penerbitan Surat Edaran Gubernur.
e Sosialisasi dan pelatihan internal bagi ASN pengusul produk hukum.
e Uji coba penerapan pedoman di OPD percontohan serta evaluasi hasilnya.
e Replikasi, monitoring, dan evaluasi implementasi di seluruh OPD untuk
keberlanjutan.

E.Analisisa Masalah

Analisis masalah pelayanan ini dilakukan untuk mengidentifikasi secara
sistematis akar penyebab permasalahan dalam proses penyusunan Keputusan
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Gubernur yang belum optimal. Berdasarkan temuan awal di berbagai perangkat
daerah, diketahui bahwa rendahnya kualitas dan tidak seragamnya format draf
Keputusan Gubernur yang diajukan menjadi persoalan utama yang
menghambat efektivitas kerja Biro Hukum dan HAM sebagai pembina hukum
daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis untuk memetakan isu

strategis dan faktor penyebabnya secara objektif sebagai dasar penyusunan aksi

perubahan.
Tabel 1.2
Metode USG
No Isu Urgency | Seriousness | Growth | Total
1 | Belum tersedianya pedoman teknis | 5 S 5 15
penyusunan Keputusan Gubernur
2 | Variasi kualitas dan format produk | 4 4 4 12
hukum antar perangkat daerah
3 | Beban harmonisasi dan koreksi di | 4 4 4 12
Biro Hukum sangat tinggi

1. Mengindentifikasi Dan Analisis Isu
Untuk menetapkan isu prioritas, digunakan metode USG, yang
mempertimbangkan urgensi, tingkat keseriusan, dan potensi pertumbuhan
masalah bila tidak segera diselesaikan.
Kesimpulan: Isu dengan nilai tertinggi dan menjadi prioritas aksi perubahan
adalah Belum tersedianya pedoman teknis penyusunan Keputusan Gubernur.
2. Faktor Penyebab Masalah
Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari masalah inti tersebut,
digunakan pendekatan Fishbone/Ishikawa Diagram berikut:

Gambar 1.1
Fishbone Diagram

Fishbone Diagram

MAN METHOD
P Belum
Minim Tersedia
Pemahaman - Alur Keri
terhadap Legal ur Rerja
Drafting Standar.ci Belum
Antar OPD Tersedianya
Pedoman
Teknis
Belum Tersedi Ketiadaan Penyusunan
& om (ersedia Sistem Keputusan

Dokumen
Pedoman Teknis
Resmi

Gubernur

= Evaluasi ——
Draf
Keputusan

MATERIAL MEASUREMENT
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Dalam mengidentifikasi akar permasalahan dari belum tersedianya Pedoman
Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur, dilakukan pendekatan dengan
menggunakan Fishbone Diagram atau yang dikenal juga dengan istilah
Diagram Sebab-Akibat (Cause-and-Effect). Pendekatan ini digunakan untuk
menguraikan secara sistematis faktor-faktor penyebab utama dari suatu
permasalahan yang kompleks dan membantu merumuskan strategi
pemecahannya secara tepat sasaran.

Masalah utama yang menjadi fokus dalam aksi perubahan ini adalah:

Belum Tersedianya Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur

Permasalahan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan akibat dari

berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan dan

mempengaruhi satu sama

lain dalam birokrasi pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil identifikasi,

terdapat enam kategori utama penyebab, yaitu: Man (SDM), Method (metode

kerja), Material (dokumen), dan Measurement (pengukuran). Berikut ini

penjelasan dari masing-masing faktor:

e Man (Sumber Daya Manusia)
Faktor manusia menjadi komponen mendasar dalam proses penyusunan
kebijakan, termasuk Keputusan Gubernur. Namun, salah satu kendala
yang dihadapi saat ini adalah minimnya pemahaman terhadap prinsip legal
drafting.
Sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di unit-unit yang
berkaitan dengan penyusunan produk hukum belum memiliki latar
belakang atau kompetensi yang memadai dalam hal legal drafting.
Keterbatasan ini berimplikasi pada rendahnya kualitas draf Keputusan
Gubernur yang dihasilkan, baik dari sisi sistematika penulisan, kaidah
hukum, maupun kesesuaian substansi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selain itu, belum optimalnya pelatihan dan
pembinaan teknis secara periodik menyebabkan ASN belum memiliki
standar kompetensi yang seragam dalam menyusun naskah rancangan

keputusan gubernur.



Method (Metode atau Prosedur Kerja)

Ketiadaan metode kerja yang baku menimbulkan variasi dalam
pelaksanaan teknis penyusunan Keputusan Gubernur antar-OPD. Hal ini
terlihat dari belum tersedia alur kerja standar di antar OPD. Masing-
masing organisasi perangkat daerah (OPD) cenderung menggunakan pola
kerja yang berbeda dalam menyusun dan mengajukan draf rancangan
Keputusan Gubernur. Tidak adanya alur atau prosedur kerja yang seragam
menyebabkan proses administrasi menjadi tidak efisien, berpotensi
menimbulkan tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan risiko
kesalahan dalam penyusunan dokumen produk hukum.

Material (Bahan atau Dokumen Penunjang)

Ketiadaan bahan referensi dan dokumen acuan resmi sangat berpengaruh
terhadap proses legal drafting. Belum tersedia dokumen pedoman teknis
resmi yang ditetapkan secara formal sebagai acuan dalam penyusunan
Keputusan Gubernur. Ketiadaan pedoman ini menjadikan masing-masing
OPD menyusun berdasarkan interpretasi atau kebiasaan, tanpa rujukan
yang pasti dan baku. Akibatnya, muncul berbagai persoalan dalam format,
muatan, serta landasan hukum dari keputusan yang dikeluarkan.
Measurement (Sistem Evaluasi dan Kontrol Kualitas)

Pentingnya evaluasi kualitas dokumen hukum seringkali diabaikan dalam
praktik penyusunan keputusan gubernur. Ketiadaan sistem evaluasi
kualitas draf rancangan Keputusan Gubernur sehingga menyebabkan
produk hukum berisiko cacat substansi, tidak konsisten secara legal
formal, dan bahkan bisa menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari.
Ketiadaan pengukuran ini juga menghambat proses perbaikan

berkelanjutan terhadap kualitas Keputusan Gubernur yang diterbitkan.

Dari hasil analisis Fishbone di atas dapat disimpulkan bahwa belum

tersedianya pedoman teknis penyusunan Keputusan Gubernur merupakan

persoalan yang bersifat sistemik. Tidak hanya disebabkan oleh kekurangan

teknis semata, tetapi juga melibatkan berbagai aspek organisasi seperti

sumber daya manusia, sistem kerja, infrastruktur, budaya kerja, hingga

ketiadaan regulasi pendukung.

Oleh karena itu, aksi perubahan yang diusulkan diarahkan untuk menyusun
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dan menetapkan Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur yang

dapat menjadi standar dan rujukan resmi bagi seluruh OPD dalam

merancang produk hukum tersebut. Pedoman ini diharapkan mampu

mengintegrasikan seluruh aspek penyebab diatas, sekaligus menjadi

pendorong bagi peningkatan kapasitas ASN dan kualitas tata kelola produk

hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Dampak Masalah

Penurunan kualitas produk hukum dan beban koreksi tinggi

Draf Keputusan Gubernur yang disusun tanpa panduan yang baku
cenderung memiliki banyak kesalahan baik dari sisi struktur, substansi,
maupun legalitas formal. Hal ini menimbulkan beban koreksi yang sangat
tinggi di Biro Hukum dan HAM, yang berakibat pada terhambatnya proses
harmonisasi dan legalisasi. Kondisi ini mengurangi efisiensi kerja serta
menyita waktu dan sumber daya yang seharusnya dapat dialokasikan
untuk tugas-tugas strategis lainnya.

Ketidakkonsistenan pelaksanaan kebijakan antar-OPD

Tanpa adanya pedoman teknis, setiap OPD menyusun Keputusan
Gubernur berdasarkan interpretasi masing-masing. Perbedaan yang
mencolok dalam format, gaya bahasa hukum, dan kedalaman substansi
dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara kebijakan yang satu dengan
yang lain. Ketidakkonsistenan ini berisiko memunculkan multitafsir,
tumpang tindih kebijakan, serta konflik administrasi yang mengganggu
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurunnya kepercayaan publik dan akuntabilitas pemerintahan Ketika
regulasi yang dihasilkan tidak memiliki standar kualitas yang memadai,
masyarakat akan meragukan keseriusan dan profesionalisme pemerintah
dalam menyusun kebijakan publik. Hal ini dapat memperburuk persepsi
publik terhadap integritas birokrasi. Dalam jangka panjang, lemahnya
regulasi juga berpotensi menciptakan ruang abu-abu dalam
pertanggungjawaban hukum, sehingga melemahkan prinsip transparansi
dan akuntabilitas pemerintahan daerah secara keseluruhan. dan
akuntabilitas pemerintahan. Regulasi yang tidak seragam dan tidak tepat

secara substansi melemahkan akuntabilitas, menciptakan ruang abu-abu
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dalam pertanggungjawaban, serta menurunkan citra profesionalisme ASN
masyarakat terhadap pemerintahan.
F.Strategi Penyelesaian Masalah

Penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur
merupakan langkah inovatif yang menjawab langsung permasalahan sistemik
dalam proses penyusunan produk hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan. Terobosan ini hadir sebagai jawaban atas lemahnya
keseragaman dan kualitas rancangan Keputusan Gubernur yang selama ini
disusun oleh berbagai OPD tanpa acuan yang baku.

Inovasi ini tidak hanya terbatas pada penyusunan dokumen semata,
tetapi juga mencakup pendekatan baru dalam tata kelola dokumen hukum
daerah. Pedoman ini dirancang secara komprehensif, memuat panduan
struktur baku, format penulisan, penggunaan bahasa hukum yang tepat, serta
contoh konkret untuk berbagai jenis Keputusan Gubernur. Dengan cara ini,
ASN dari berbagai latar belakang tetap dapat memahami dan menerapkan
kaidah-kaidah legal drafting secara efektif.

Lebih jauh lagi, penyusunan pedoman ini dilakukan secara partisipatif
dengan melibatkan stakeholder lintas OPD, agar hasil akhirnya tidak hanya
sesuai ketentuan normatif, tetapi juga aplikatif di lapangan. Hal ini
mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam menghasilkan kebijakan yang
responsif dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Terobosan ini sekaligus
menjadi bentuk aktualisasi nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, serta
komitmen dalam memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme birokrasi
hukum daerah.

Dengan adanya pedoman teknis ini, Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) dalam
menyusun produk hukum daerah secara terstandar dan efisien, sekaligus
memberikan dampak langsung terhadap percepatan pelayanan administrasi
dan penguatan kepastian hukum di daerah. sebagai acuan baku lintas OPD
yang dilengkapi dengan format standar, contoh penulisan, dan panduan tata

naskah.
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Gambar 1.2
Rancangan Aksi Perubahan

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN

Kondisi Saat Ini Kondisi yang
» Belum tersedianya Diharapakan
pedoman teknis « Tersedianya
penyusunan Pedoman Teknis
Keputusan Gubernur INOVASI Penyusunan
» Variasi kualitas dan CK;e;l))utusan
format produk HBUFRLT
hukum antar OPD
» Beban harmonisasi
di Biro Hukum tinggi
Pedoman Teknis
Penyusunan
Keputusan
Gubernur

Sumber: Data olahan oleh penulis

Untuk memastikan bahwa proses perubahan berjalan secara terstruktur,
maka ditetapkan serangkaian tahapan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk
milestone. Setiap tahap kegiatan memiliki target waktu pelaksanaan dan output
yang jelas agar implementasi aksi perubahan dapat dikendalikan, dimonitor,
dan dievaluasi secara efektif.

Berikut ini adalah rangkaian milestone aksi perubahan yang telah

dirancang:
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Tabel 1.3

Milestone Aksi Perubahan

No

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Output yang
Diharapkan

JANGKA PENDEK (0-2 Bulan) Mei — Juli 2025

1 | Membuat Minggu ke-2 Mei 2025 Laporan analisis dan
kajian  awal, rekomendasi awal
studi dokumen
dan
identifikasi
masalah

2 | Membentuk Minggu ke-3 Mei 2025 SK Tim Efektif
Tim Penyusun
Pedoman

3 | Menyusun Minggu ke-4 Mei 2025 Dokumen Draf
draf awal Pedoman Teknis
Pedoman
Teknis

4 | Mengadakan Minggu ke-1 Juni 2025 Dokumentasi
konsultasi Konsultasi dengan
teknis Mentor dan Kabiro

Hukum

S5 | Membuat Minggu ke-2 Juni 2025 Dokumen Draf Final
finalisasi Pedoman Teknis
dokumen
pedoman
teknis

6 | Melakukan Minggu ke-1 Juli 2025 Surat Edaran
penerbitan Gubernur dan
Surat Edaran Dokumentasi JDIH
Gubernur dan
penginputan
di website
JDIH

7 | Melakukan Minggu ke-1 Juli 2025 Dokumentasi dan
sosialisasi Bahan Sosialisasi
internal

JANGKA MENENGAH (2-6 Bulan) Juli — November 2025

1

Melakukan uji
coba
penerapan
pedoman
teknis di OPD
percontohan

Juli 2025

Laporan hasil uji coba

Melaksanakan
evaluasi dan

s.d November 2025

Dokumen  perbaikan
hasil uji coba
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perbaikan
hasil uji coba
JANGKA PANJANG (6-12 Bulan) November 2025 - April 2026

1 | Melakukan November 2025 Laporan replikasi dan
diseminasi rencana keberlanjutan
hasil dan
replikasi ke
OPD lain

2 | Melakukan November 2024 s.d. April | Laporan monitoring
monitoring 2026 dan evaluasi awal
implementasi implementasi
lintas OPD

Pemetaan stakeholder dilakukan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang

bersentuhan langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan aksi

perubahan. Berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya, stakeholder

diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Stakeholder
No Stakeholder Kategori Keterangan
1 | Sekretaris Daerah | Promotors | Pemegang otoritas tertinggi di tingkat
Sekretariat Daerah, sangat menentukan
arah kebijakan dan dukungan pelaksanaan
aksi perubahan.

2 | Kepala Biro Hukum | Promotors | Penanggung jawab utama koordinasi

dan HAM penyusunan produk hukum, sekaligus
pembina teknis perangkat daerah dalam
penyusunan Keputusan Gubernur.

3 | Kepala OPD | Promotors | Mitra teknis strategis dalam
Pengusul Produk mengimplementasikan pedoman teknis di
Hukum masing-masing OPD.

4 | Kabag Penyusunan | Promotors | Penanggung jawab koordinasi teknis dalam
Keputusan penyusunan Keputusan Gubernur.
Gubernur dan
Pembinaan Hukum
Kabupatan/Kota

5 | Kasubbag Promotors | Pelaksana teknis yang secara langsung
Penyusunan menyusun draf Keputusan Gubernur dan
Keputusan menjadi pengguna utama pedoman.
Gubernur
Sekretariat Daerah,

Sekretariat DPRD,
Inspektorat, dan
Badan Daerah
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6 | Biro Organisasi Latents Mendukung sinkronisasi format dan
struktur kelembagaan dalam regulasi
internal pemerintahan.

7 | ASN Fungsional | Defenders | Memiliki kepentingan dalam kejelasan

Perancang regulasi untuk mendukung tugasnya,
Peraturan meski keterlibatan langsung terbatas.
Perundangan-
Undangan di Setda,
Set DPRD,
Inspektorat, dan
Badan Daerah

8 | Akademisi dan | Defenders | Pihak eksternal yang dapat memberi
Pakar Hukum masukan akademis dan menjaga mutu

substansi pedoman.

9 | Masyarakat Apathetics | Pihak yang tidak bersentuhan langsung,
namun perlu disosialisasikan sebagai
bagian dari prinsip transparansi.

Gambar 1.3
Pemetaan Stakeholders
Pengaruh

A

» Kepentingan

Defenders
e ASN Fungsional
Perancang Peraturan
Perundang-Undangan
e Akademisi dan Pakar
Hukum

\_ NN J

Apathetics
e Masyarakat

Sumber: Pemetaan Stakeholder dengan Analisa Quadran
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Strategi komunikasi akan disesuaikan dengan kategori stakeholder. Para
promotors dilibatkan aktif dalam forum koordinasi dan pengambilan keputusan,
latents didekati melalui konsultasi berkala, defenders disiapkan sebagai mitra

sosialisasi dan advokasi, sementara kelompok apathetics dijangkau melalui

penyebaran informasi publik.

Pemanfaatan teknologi informasi akan difokuskan pada:

o Digitalisasi dokumen pedoman dan distribusinya;

o Pelaksanaan pelatihan daring menggunakan platform internal;

e Monitoring dan evaluasi implementasi melalui sistem umpan balik online.

Tim kerja lintas bidang akan dibentuk berdasarkan SK Kepala Biro Hukum dan

HAM, melibatkan perwakilan OPD pengusul, Biro Organisasi, serta unsur teknis

lainnya untuk menjamin keberlangsungan.

G.Rencana Strategis Pengembangan Kompetensi dalam = Aksi
Perubahan
Tabel 1.5
Rencana Strategis Pengembangan Potensi Diri
No | Komponen / Kegiatan Tahapan Waktu Hasil yang
Subkomponen Pengembangan Aksi Perubahan Pelaksanaan Diharapkan
Potensi Diri untuk
Mendukung
Pelaksanaan Aksi
Perubahan
1 | Integritas Mereflesikan etika Penyusunan draft | Mei 2025 Draft awal
kerja melalui awal pedoman tersusun secar
komitmen untuk teknis etis dan dapat
melaksanakan SE dipertanggungj
sesuai dengan awabkan
ketentuan
peraturan
perundangan-
undangan
2 Kerja Sama Menginisiasi forum | Konsultasi teknis | Mei — Juni Terbangun
koordinasi teknis 2025 sinergi antar
untuk menggali unit kerja
masukan dan yang solid
menjamin
keterlibatan semua
pihak dalam
penyusunan
pedoman teknis
3 Mengelola Mengadakan Sosialisasi Juli 2025 ASN memiliki
Perubahan sosialisasi internal internal kesiapan dan
pedoman teknis kemampuan
dan adaptasi dalam
terhadap system mengimpleme
digital dalam ntasikan
pelaksanaan perubahan
sosialisasi pedoman
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Tabel 1.6
Formulir Peserta

FORMULIR PESERTA

Mama K. Zulfan Andriansyah, 5.H.
MIP 1SEEDTO6Z014021002
Jabatan Kasubbag Penyusunan Keputusan Gubernur, Setda, Sat DPRD, Inspektorat, dan Badan Dasrah
Imstansi Biro Hulurm dan HaR Satda Provinsi Sumsel
Program PEP angkatan 111
Komponen Sub Komponen SKOR 1 - 10
1 |Mengingatkan rekan kerja atau bawahan untuk bertindak sesuai dengam nilai, s
norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.
2 |menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang g
diembanmya.
3 |mengingatkan rekan kerja atau bawahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi
mereka sesuai dengan tenggat waktu yang ada dan mematuhi ketentuan terkait =]
waktu kerja yang beraku dalam orzanisasi.
INTEGRITAS 4  |Memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada orang lain/ pihak lain sa2suai s
dengan etika organisasi.
5 |Menerapkan norma atau aturan yang berlaku dalam organisasi secara konsisten s
dalam setiap situasi dalam lingkup pekerjaannya.
6 |Memberikan argumen dengan disertai pemahaman atas ketentuan yang berlaku di
organisasi dan konsekuensinya dalam mengingatkan stau mengajak rekan kerja) B
bawahan dalam penegakan atwran.
JUMLAH B33
7 |menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis mawpun lisan s
dalam menunjang kelancaran kena pada unit/Tim yang dipimpinnya.
# |melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak relevan di lingkup satuan g
kerja/organizsasi dalam rangka menjamin kineja di lingkup unitnya.
9 |aktif menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi a
KERJASAMA dalam rangka menunjang kualitas layanan yang diselenggarakan organisasi
10 |Merespon dengan positif adanya perbedaan atau kemajemukan dalam unit/tim g
kerja sehingza tetap fokus pada tujuan kerja yang disepakati.
11 |Bertanggungjawab terhadap peran atau tugasnya dalam rangka mencapai sasaran s
atau tujuan tim yang telah disepakati.
JURMLAH B,22
12 |aktif mencarn informasi kebutuham pemangku kepentingan dan memberikan
penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku ssbagai upaya B
pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
13 |aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan s
perubbahan dalam pemberian pelayanan publik.
MENGELOLA 14 |Menggunzakan cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan
PERUBAHAN Ez::ilfalan tugas yang sesual dengan target kerja yang diberikan dan S0P yang B
15 |Mencar metode kerja alternatif yang lebih efektif untuk menyesaikan pekerjaan a
terutama ketika menghadapi hambatan
16 |Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilskukan wuntuk meningkatkan s
kualitas pemberian pelayan publik
JUMLAH B,20
Palembang, April 2025
Pesarta

= :I;."I'kf"' i
k. Zulfan andriansyah, 5.H.
MIP 19830706201402 1002
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Nama Peserta
NP

Jabatan

Instansi
Program

Tabel 1.7

Formulir Mentor

FORMULIR MENTOR

K.Zulfan Andriansyah,SH Nama Mentor : Hendra Pranata, S.H.
198807062014021000 NIP: © 158205282005011000
Kasubbag Penyusunan Keputusan Gubernur Setda, Jabatan ¢ Kabag Penyusunan Kepgub dan

Set DPRD, Inspektorat dan Badan Daerah

Pembinaan Hukum Kabupaten/Xota

Biro Hukum dan HAM Setda Instans| :  Biro Hukum dan HAM Setda

Komponen

SKOR1-10

INTEGRITAS

Mengingatkan rekan kerja atau bawahan untuk bertindak sesuai dengan nifai, norma, dan
etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi.

3

Menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyelesaian tugas yang
diembannya.

Mengingatkan rekan kef]a atau bawahan untuk melaksanakan tu;as dan fungsi mereka

Membeflkan Inlormasl varu dapat dipen:aya lnepada orang Iainl pnhak Im sesuai denpn
etika organisasi.

Menerapkan norma atau aturan yang beriaku dalam organisasi secara konsisten dalam
setiap situasi dalam lingkup pekerjaannya.

%
3
L
9

Memberikan argumen dengan disertal pemahaman atas ketentuan yang berlaky di
organisasi dan konsekuensinya dalam mengingatkan atau mengajak rekan kerja/ bawahan

JUMLAH

KERIASAMA

Menvampalkan informasi dengan cukup ;elas bank ucau tertulls maupun lisan dalam

10

Mclalzukm l:oofdlnasi yang efektif dcngan a‘hak plhal: nhvan di lingkup satuan

kerfa/organisasi dalam rangka menjamin kinea di lingkup unitnya.

1

Aktlf menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam
rangka menunjang kualitas layanan yang diselenggarakan organisasi

12 (Merespon dcngan positif adanya petbedun auu kema]emukan dalam unit/tim kerja
ati
13 ha«unmnﬂmb terhadap peran atau tugasnya dalam rangka mencapal sasaran atay

tujuan tim yang telah disepakati.

JUMLAH

MENGELOLA
PERUBAHAN

14

Aktif mencarl Informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan
mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan pelayanan

15

publik yang efektif dan efisien,
Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan
dalam pemberian pelayanan publik,

16

17

Menuunahn cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan

Mman mctodc keda altcrmtll vam Ieblh elektif untul: menmaikan peketjaan tcrutana
ketika menghadapl hambatan

Lol Lo 0 [d| |@ @%m

18

Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas
pemberian pelayan publik.

JUMLAH

(LnLa\.g

NIP 1582 2005011000
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Tabel 1.8
Rekap Nilai Peserta

REKAP MNILAI PESERTA

Mama K. Zuifan Andriansyah, 5. H.
MIP 12RRIFDEI0LA02 1002
lzbatan kasubbag Penyusunan Keputusan Gubemmur, Setds, Set DPRD, Inspektorast, dan Badan Deersh
Instansi Bire Hukum dan HAM Setda Provins Sumse
Progran FEP &nzkatan 111
Komponen Sub Kompomen Milai Kualifikasi
Tanggung jawab E Eaik
Komitmen = Istimews
Kedizplinan z Istimews
Integritas Kejujuran E Baik
Konsistensi B Baik
Penzambilan Keputusan Dilematis B Baik
Rata-Rata B,33 Bzik
Kerssama Intemna B Baik
Kerasama Eksterna E Ealk
Kerjasama K{:-rrL.r:k.as' 2 I5t'rr_5'1'.'a
Fleksibilitas E Baik
Komitmen dalam Tim E Ealk
Rata-Rats B,20 Bzik
Owrisntasi Pelayanan B Baik
adaptabiitas B Eaik
Mengelola | Pengembangan dird dan orang lain E Eaik
Perubahan Orisntasi pads hasi z Istimewsa
Inisiatif B Bzik
Rata-Rats B,20 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : B,24 Bzik

Hemrangan Kualfikas

99510 Istimews

7-8.99 Baik
5853 Cukup
3493 Kurang

1-293  Sangat Kurang
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Tabel 1.9
Rekap Nilai Mentor
REKAP NILAI MENTOR

Mama Peserta K. Zuifan Andriansyah, 5.H. Mama Mentor  © Hendrz Pranats, S.H.
MIP 19REOT062014021002 MIP: © 18E2052E62005011003
Jabatan Kasubbag Penyusunan Keputusan Gul: Jabatan © Kabag Penyusunan Kepgub dan Pembinzan Hukum Kabupaten/Kota
Instansi Biro Hukum dan HaM Setdz Provinsi 51 Instans © Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumse!
Prozram PKP Anzkatan Il
Komponen Sub Komponen Hilai Kualifikasi
Tanggung jawzh El Istimewa
Komitmen E Bzik
Kedisplingn 2 Istimewa
Integritas Kejujuran ] Istimeing
Konsistensi bl Istimews
Penzambilan Keputusan Diematis El Istimewa
Rata-Rata 7,57 Ezik
Kerjasama Intemna El Istimewa
Kerjasama Eksterna £l Istimews
Kerjasama Kom un k gl £l I_=.t:rr EWE
Fleksibitas El Istimews
Komitmen dalam Tim El Istimewa
Rata-Rata 9,00 Istimewa
Orentasi Pelayanan El Istimewa
Adaptabiitas £l Istimewa
Mengelola Fengembangan dirl dan orang lain bl Istimews
Perubahan Crientasi pada hasi g Istimewa
Iniziatif El Istimewa
Rats-Ratz 9,00 Istimewa
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,52 Bzik
Hamrangan Kualfkas)
449810 imewa
7-854 Balk
5a59 ankup
st urang
125 atKurang
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Tabel 1.10
Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama : K. Zuffan Andriansyah, 5 H. Mama Mentor ©  Hendra Pranata, S.H.

NIP  12BBO7F062014021002 MIP:  18E205252005011003

jabatan  : Kazubbag Penyusunan Keputusan Gubernur, S Jabatan © kabag Penyusunan Kepgub dan Pembinzan Hukum Kabupaten/fota
Instansl B0 Hukem dan HAM Setda Provinsi Sumsel  Instansi © Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumse!

Program : PKPangkatan il

Komponen | Sub Komponen Milai Peserta | Nilai Mentor Nilai Rata-Rata | Kualifikasi
| Tangzuns jawab ] ) 870 Baik
Kamitmen El B B30 Bzik
Kedizpinan El l 5,00 Istimewa
Integritas | Kejujuran B g E,70 Baik
Konsistensi B l B,70 Bzik
Pengzambilan Keputusan B l B,70 Bzik
Rata-Rata §33 8,83 8,68 Baik
Kefjasama Interna B l B,70 Bzik
Kerasama Ekstemna B 2 E,70 B3k
Kerjasama KorrLlr:lfas' El l E,E»D Istim Ewa
Fleksibiitas B l B,70 Bzik
Kamitmen dalam Tim B l B,70 Bzik
Rata-Rata §20 9,00 8,76 Baik
Pelayanan Publk B l E,70 Baik
Adzptabiitzs B l B,70 Bzik
Mengedola |penzembanganoranz lzin B l B,70 Bzik
Perubahan |Crientasi pada hagi z z 2,00 Istmews
Iniziatf B l B,70 Bzik
Rata-Rata E,20 9,00 8,76 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku - E24 8,04 873 Baik
Kemrangan Kualifikas
4810 Istimewa
749 Baik
5699 Cukup
T3 Kurang

1248 Sangat kurang
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Mama Peserta
MIP

Instansi
Program

Tabel 1.11

Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

¢ K. Zuifn Ancfiaryah, SH. MamaMentor ©  Henda Prois, SH.

o 1SRRI 14000 MIP: T 1SEAEHA05011003

" Kasubtny Presryuesurion Keuisan Gubernr, Seid Jabatan T Ky Peryusurion Kepguér dan Pembinan Husum Kabupeen®io
 Bire Huburn don HAM Seids Provins Sumsdd Instansd T Biro Huken don HAM S Provins Surnssl

o PHP Azt [l

Sub Komponsn Rata-Rata Totsl | Kuzificesl Totsl
Mengeiola Parubanan | $ub Komponen | Sub Komponsn |
Pabarts 425 Balk
Mantor i Balk
ksl Rsta-Rata  Par
$ub Komponsn &n Bk
Kuzlifizsl Par Sub .
p Baik
Kemrangan Kualifkas) Akhir Sikap Parilaku
49410 kimewa 873
IRk Bk
FEH Cubg Kuzlifizs!:
349 g Baik
124 Sanggt Kurarg

KOMENDA S PENGEMBANGAN POTENS DIRI:

RE
Iatimanea | Menperteikan rilal pads sub komponen pada Formulir Peser st Merior dan Rekeg nilal getungan, peseria

peerlu el pengeyasn pengemingen polens din dalam et kegatan-begiatan yang lerusur pada s
ittt ks peruterTye dengen Bimbingan dan pendampingan sehogal bekl pengenyan ke perilai
uriuk ek jabeten pimpinan yang letih Sngg

Balk | Menperteikan rilal pads sub komponen pada Formulir Peser st Merior dan Rekeg nilal getungan, peseria
peerlu el pengeyasn pengemingen polens din dalam et kegatan-begiatan yang lerusur pada s
s avs penuieya dengan bmbingan dan pendampingan yang lerjadwal seboga ekl pendalaman
ik ey chfam jaean pimpindn pergEas

Cukup | Mesnperteriian rilal pads sub kamporen peda Formulie Peser st Merer dan Rekep rilal geitungen, peserta
periu ciberilan program pengembengan potensi din dalam Deriu Kegiatr-begiatn yang lendor pad sl
s avs peruiaya dengan mbingan dan pendampangan yang lerjadwal sebage bl pengutan
ik perilay difam mendudul jatiian pergnas

Kurang | Menpertikan rilal pads sub komponen pada Formulir Peser st Merior dan Rekeg nilal getungan, peseria

&angat Kurang + ey ciberikian program pengembangan poleres din dalam berul Kegiatan-kegiakn yang e pads s

s avs peruaienya dengan bmbingan, pendampngan yang sange kel dan sebakriya agr
it unid pengedola kepegeaan instans sl peseria sebag el penguatan sikap perila dalam
el jatiian pergenas
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H.Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategis

Pengembangan Potensi Diri

Pengembangan potensi diri merupakan suatu proses berkelanjutan yang
bertujuan untuk membentuk pribadi yang tangguh dan dewasa secara mental.
Melalui proses ini, individu diarahkan untuk mampu mengendalikan dirinya,
memaksimalkan kemampuan yang dimiliki, serta mengarahkan pertumbuhan
diri menuju pencapaian yang lebih baik, baik dalam pembelajaran maupun
kehidupan secara umum. Dengan demikian, individu tersebut akan siap
mengambil peran sebagai pemimpin yang adaptif dan menjadi motor penggerak
perubahan di lingkungannya.

Setiap manusia sejatinya memiliki potensi luar biasa dalam dirinya. Potensi
ini bersifat laten, ada yang sudah tampak, namun banyak pula yang masih
tersembunyi dan belum tergali secara optimal. Potensi tersebut, apabila terus
dilatih dan dikembangkan, justru akan menjadi semakin kuat. Sebaliknya,
potensi yang diabaikan atau tidak digunakan secara maksimal akan menjadi
tumpul dan tidak berkembang. Untuk itulah, diperlukan kesadaran diri dan
strategi yang tepat untuk menumbuhkembangkan potensi tersebut.
Berdasarkan hasil penilaian diri yang diperoleh, nilai 8,73 dengan predikat Baik
menunjukkan adanya kesiapan dan fondasi kuat untuk pengembangan lebih
lanjut.

Dalam rangka memperkuat karakter kepemimpinan dan kompetensi
personal, setidaknya terdapat lima aspek utama potensi diri yang penting untuk
dikenali dan dikembangkan, yaitu:

1. Potensi Kognitif
Meliputi kemampuan berpikir logis, analitis, serta kreativitas dalam
menyelesaikan masalah. Individu dengan potensi kognitif yang kuat mampu
memahami persoalan secara menyeluruh dan menghasilkan solusi yang
inovatif.

2. Potensi Emosional
Berkaitan dengan kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi
pribadi serta emosi orang lain. Hal ini mencakup empati, kecerdasan
emosional, serta keterampilan membangun hubungan interpersonal yang

sehat.
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3. Potensi Fisik
Merujuk pada kondisi kesehatan, ketahanan tubuh, dan kemampuan
motorik. Potensi fisik sangat berpengaruh terhadap stamina dan daya tahan
dalam menjalankan tanggung jawab serta aktivitas sehari-hari.

4. Potensi Sosial
Berupa kemampuan untuk menjalin interaksi dan membina kerja sama
dengan berbagai pihak. Ini mencakup keterampilan komunikasi, kolaborasi,
serta negosiasi yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan
berorganisasi.

5. Potensi Kreatif
Mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan ide-ide baru, berpikir
secara out of the box, dan menciptakan solusi yang inovatif untuk menjawab
tantangan yang ada.

Pengembangan kelima potensi tersebut secara seimbang akan memberikan
kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pribadi maupun profesional.
Dengan pemetaan yang jelas dan strategi pengembangan yang tepat, setiap
individu memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin yang unggul dan

berdaya saing tinggi.
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BAB II
DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

A.Membangun Integritas Kinerja Organisasi
Integritas dalam organisasi tercermin dari tindakan nyata dan perilaku
para pemimpin serta seluruh sumber daya manusia dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya. Integritas menunjukkan keselarasan antara nilai-nilai,
ucapan, serta perbuatan. Dalam konteks ini, bertindak secara konsisten dan
sesuai prinsip etika merupakan landasan utama dalam membangun

kepercayaan terhadap organisasi, baik di mata internal maupun eksternal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas berarti mutu,
sifat, atau keadaan yang menunjukkan keutuhan, sehingga mencerminkan
potensi serta kemampuan yang memancarkan kejujuran dan kewibawaan.
Dalam pengertian praktis, integritas erat kaitannya dengan kejujuran,
kebenaran, dan keteguhan dalam bertindak. Seorang pemimpin yang
berintegritas adalah mereka yang memiliki konsistensi antara hati nurani,
ucapan, dan perbuatannya, serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip
moral dan kode etik. Integritas menjadi pondasi utama dalam membangun

kepemimpinan yang dapat dipercaya dan dijadikan teladan.

Sebagai bagian dari kompetensi manajerial dan sosial-kultural, integritas
tidak hadir secara instan, melainkan perlu dibangun dan dibina secara terus-
menerus. Pembangunan integritas dimulai dengan menetapkan nilai-nilai
pribadi yang kuat seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, serta sikap
menghargai sesama. Nilai-nilai ini dapat diperkuat melalui keteladanan, baik
dari figur panutan maupun dari diri sendiri, agar dapat memengaruhi dan

menginspirasi lingkungan kerja secara positif.

Dalam organisasi, integritas harus diimplementasikan secara nyata dalam
keseharian, baik melalui tindakan individu maupun kebijakan kolektif. Tanpa
integritas, sulit membangun kerja sama tim yang solid, karena tidak ada rasa
saling percaya antar individu di dalamnya. Sebaliknya, ketika integritas
ditegakkan, akan tercipta lingkungan kerja yang sehat, kolaboratif, dan

produktif, yang pada akhirnya mempermudah pencapaian visi organisasi.
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Pemimpin yang baik wajib menanamkan dan menegakkan nilai-nilai
integritas, karena dirinya menjadi representasi utama organisasi. Ketika
seorang pemimpin menunjukkan integritas tinggi, maka bawahan akan
menghormati dan mengikuti arahannya dengan sukarela. Namun sebaliknya,
jika seorang pemimpin tidak memiliki integritas, kepercayaan akan luntur, dan
organisasi berisiko mengalami disintegrasi, di mana masing-masing individu

bekerja tanpa arah dan kehilangan semangat kolektif.

Untuk itu, pemimpin harus menjadi teladan dan menciptakan kultur kerja
yang profesional. la bertanggung jawab atas kinerja tim dan harus aktif
mengelola, mengevaluasi, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai
dengan tujuan organisasi. Di samping itu, sistem pelaporan internal yang
transparan dan akuntabel harus dibangun agar mendorong perbaikan

berkelanjutan dalam organisasi.

Lima pilar penting dalam membangun integritas di lingkungan kerja meliputi:

1. Etika kepemimpinan, sebagai landasan moral dalam pengambilan
keputusan dan tindakan,;

2. Manajemen dan pengawasan aktif, untuk memastikan kepatuhan terhadap
standar kinerja;

3. Sumber daya manusia yang kompeten dan tepat, yang dapat dipercaya dan
berkomitmen tinggi;
Proses kerja yang efektif dan efisien, agar tujuan tercapai secara optimal;

5. Pelaporan profesional, yang menjadi sarana akuntabilitas dan pengawasan

internal.

Sebagai bentuk komitmen nyata terhadap pemberantasan korupsi,
pemerintah mendorong implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui
strategi pencegahan korupsi yang terstruktur dan sistematis, diharapkan dapat
menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada

pelayanan publik.

Menurut Holidi (2013), terdapat beberapa langkah strategis dalam

penerapan zona integritas yang efektif:
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1. Membangun nilai-nilai bersama, dimulai dari:

a. Brainstorming di antara pimpinan untuk menyamakan persepsi tentang
nilai-nilai antikorupsi, komitmen integritas, serta tanggung jawab
bersama.

b. Penyusunan Pakta Integritas sebagai bentuk pernyataan komitmen
terhadap upaya pencegahan korupsi dan peningkatan layanan publik.

c. Sosialisasi Pakta Integritas agar seluruh aparatur memahami serta
menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas.

d. Publikasi Dokumen melalui media massa untuk memperkuat komitmen

publik dan mendukung agenda reformasi birokrasi secara luas.

2. Mengembangkan manajemen integritas, dengan melakukan pembenahan
kelembagaan, memperbaiki mekanisme kerja, serta membangun sistem
kontrol yang berkelanjutan untuk memastikan integritas menjadi bagian

dari budaya organisasi.

3. Membangun kerja sama lintas lembaga, khususnya dengan institusi
penegak hukum, guna memperkuat pengawasan dan penegakan integritas.
Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem yang mampu mengontrol
penyimpangan, baik melalui mekanisme formal maupun informal, serta

memastikan bahwa pelaksanaan zona integritas berjalan optimal.
B. Pengelolaan Budaya Kerja (Pemanfaatan Teknologi Informasi)

Budaya kerja merupakan sekumpulan nilai, norma, dan asumsi yang
diyakini bersama dan tercermin dalam kebiasaan serta perilaku sehari-hari
pegawai di lingkungan organisasi. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang
seiring waktu dan menjadi pedoman dalam bertindak, berinteraksi, serta
menyikapi pekerjaan. Budaya kerja yang kuat menjadi kekuatan pendorong
utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta

pencapaian tujuan organisasi.

Dalam era transformasi digital saat ini, pengelolaan budaya kerja tidak
dapat dilepaskan dari pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi tidak hanya
berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga menjadi katalis dalam perubahan pola

kerja, termasuk dalam pelayanan publik. Pemerintah sebagai penyelenggara
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pelayanan publik memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memenuhi
kebutuhan dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelayanan publik, dalam konteks pemerintahan, berarti segala bentuk
kemudahan yang diberikan negara dalam rangka pemenuhan hak masyarakat
terhadap barang dan jasa. Pelayanan ini harus dilakukan dengan prinsip
kecepatan, ketepatan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Untuk itu, teknologi
informasi menjadi sarana strategis dalam meningkatkan mutu layanan,
mempercepat proses birokrasi, serta memastikan keterjangkauan pelayanan

bagi seluruh lapisan masyarakat.

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
standar pelayanan publik idealnya mencakup beberapa unsur pokok sebagai
berikut:
1. Prosedur Pelayanan
Prosedur yang digunakan dalam memberikan pelayanan haruslah
sederhana, mudah dipahami, serta dapat diakses oleh masyarakat secara
luas. Penggunaan sistem berbasis digital juga diharapkan mampu
menyederhanakan alur pelayanan dan mengurangi interaksi langsung yang
berpotensi menimbulkan praktik tidak transparan.
2. Waktu Penyelesaian
Setiap jenis layanan harus memiliki estimasi waktu penyelesaian yang jelas,
mulai dari saat permohonan diajukan hingga layanan diberikan
sepenuhnya, termasuk proses penanganan pengaduan. Kepastian waktu ini
sangat penting untuk menjamin efisiensi dan akuntabilitas pelayanan.
3. Biaya Pelayanan
Seluruh biaya yang dikenakan dalam proses pelayanan harus disusun
secara transparan dan rasional. Informasi biaya harus mudah diakses oleh
publik serta tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, guna mencegah
terjadinya pungutan liar.
4. Produk Pelayanan

Produk atau hasil akhir dari suatu pelayanan harus sesuai dengan standar
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yang ditetapkan dan bebas dari kesalahan administratif maupun teknis.
Kualitas layanan mencerminkan profesionalisme aparatur dan tingkat
kepuasan masyarakat.

5. Sarana dan Prasarana
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan prasyarat
penting dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dalam hal ini, pemanfaatan
teknologi informasi seperti sistem informasi manajemen, aplikasi layanan
publik, dan kanal digital lainnya akan mempermudah akses masyarakat
terhadap layanan yang tersedia, serta menciptakan kenyamanan dan

efisiensi dalam proses pelayanan.

Dengan mengintegrasikan budaya kerja yang adaptif dan penggunaan
teknologi informasi yang optimal, organisasi publik diharapkan mampu
meningkatkan kualitas pelayanan secara signifikan. Hal ini sejalan dengan
upaya reformasi birokrasi yang menekankan pada perwujudan pelayanan
publik yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan

masyarakat.

C.Pengelolaan Tim

Pengelolaan tim dalam konteks organisasi modern menuntut kemampuan
membangun jejaring dan kolaborasi yang efektif. Pada dasarnya, jejaring kerja
merupakan proses pembentukan hubungan komunikasi yang didasari oleh rasa
saling percaya, saling menguntungkan, serta komitmen bersama dalam
mencapai tujuan yang telah disepakati. Kolaborasi ini tidak hanya berfokus
pada pertukaran informasi dan ide, tetapi juga pada sinergi pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Agar jaringan kerja dan kolaborasi dapat berjalan dengan optimal, terdapat
sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi, antara lain:

1. Melibatkan dua pihak atau lebih, baik antar organisasi maupun antar unit
kerja;

2. Adanya kesamaan visi dalam mewujudkan tujuan bersama;

3. Terciptanya kesepakatan atau pemahaman bersama atas prinsip kerja
sama;

4. Tumbuhnya rasa saling percaya dan kebutuhan timbal balik;
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5. Terbangunnya komitmen kuat untuk bekerja sama mencapai hasil yang
diharapkan.

Tujuan utama dalam membangun jejaring dan kolaborasi di lingkungan
organisasi antara lain:

a. Meningkatkan Partisipasi Pemangku Pepentingan (Stakeholder).
Jejaring kerja yang baik akan memperkuat kesadaran pihak terkait terhadap
keberadaan dan peran organisasi. Dengan demikian, akan tumbuh minat
serta partisipasi aktif dari para mitra dalam mendukung dan
mengembangkan program-program organisasi.

b. Meningkatkan Mutu dan Relevansi Program.
Organisasi dihadapkan pada dinamika perubahan yang cepat, sehingga
dibutuhkan upaya kolaboratif untuk menjaga kualitas serta kesesuaian
program atau kegiatan agar tetap relevan dengan kebutuhan dan tujuan
organisasi.

Dalam membangun kolaborasi Tim Efektif, terdapat beberapa prinsip
penting yang perlu dijadikan pijakan, yaitu:

« Kesamaan visi, misi, dan tujuan antar pihak yang terlibat;

« Adanya rasa saling percaya sebagai fondasi hubungan kerja;

« Keuntungan bersama sebagai nilai tambah kolaborasi;

e Peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja tim;

e Terjalinnya komunikasi yang terbuka dan timbal balik;

« Komitmen yang kuat untuk menjaga keberlangsungan kerja sama.

Pada implementasi Aksi Perubahan ini, pembentukan tim menjadi elemen
penting dalam mewujudkan jejaring dan kolaborasi yang produktif. Tim yang
dibentuk harus mencerminkan keterlibatan para stakeholder, baik yang berasal
dari lingkungan internal maupun eksternal.

Stakeholder internal adalah pihak-pihak yang berasal dari dalam
organisasi, dalam hal ini Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan. Mereka akan berperan aktif sebagai bagian dari Tim Aksi
Perubahan, yang terbagi ke dalam dua fungsi utama, yakni Tim Pelaksana yang
bertugas menjalankan substansi kegiatan, serta Tim Administrasi yang
mendukung kelancaran proses dokumentasi dan pelaporan.

Dengan pembagian peran yang jelas serta komunikasi dan kerja sama yang
30



terstruktur, pengelolaan tim dalam aksi perubahan ini diharapkan mampu
menjadi model kerja kolektif yang efisien dan adaptif dalam mendukung
keberhasilan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

Stakeholder Internal meliputi :

1. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan
2. Jajaran Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera

Selatan

Stakeholder Eksternal adalah stakeholder di luar Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Stakeholder Eksternal, Biro
Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka menjalankan kegiatan Aksi Perubahan secara terstruktur
dan terarah, telah dibentuk Tim Efektif Pelaksanaan Aksi Perubahan
berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor
280/KPTS/II/2025 tanggal 19 Mei 2025 tentang Pembentukan Tim Efektif
Pelaksanaan Aksi Perubahan Standardisasi Keputusan Gubernur Melalui
Penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur di Biro Hukum
dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025.

Tim ini dibentuk sebagai bentuk dukungan organisasi terhadap
pelaksanaan perubahan yang berkelanjutan, khususnya dalam hal penyusunan
produk hukum hukum. Tim Efektif bertugas mendampingi dan memastikan
bahwa seluruh tahapan Aksi Perubahan berjalan sesuai dengan rencana dan
target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam struktur pelaksanaan, Project Leader memiliki peran sentral sebagai
pemimpin teknis dan operasional. Tugas utama Project Leader meliputi:

e Menyusun langkah-langkah strategis dan rencana kerja Aksi Perubahan;

e Memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang timbul selama
proses pelaksanaan;

e Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap progres
kegiatan;

e« Memastikan keterlibatan seluruh anggota tim dan stakeholder terkait dalam
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mendukung keberhasilan program.

Dengan kepemimpinan yang efektif dan koordinasi yang solid, Tim Efektif
diharapkan mampu mewujudkan tujuan Aksi Perubahan, yaitu meningkatkan
kualitas informasi produk hukum daerah melalui pengembangan media digital
yang transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Gambar 2.1
Skema Tata Kelola Aksi Perubahan

Mentor

Hendra Pranata, S.H.

&

K. Zulfan Andriansyah, S.H., M.H.
‘ s

y— _
Gans Penntah
' ' Gans Konsultas: I

Pelaksanaan Aksi Perubahan melibatkan kolaborasi yang erat antara

Mentor, Coach, Project Leader, serta dukungan aktif dari para Aparatur
Penyusunan Produk Hukum. Kerja sama lintas peran ini bertujuan untuk
memastikan bahwa setiap tahapan Aksi Perubahan dapat berjalan dengan
lancar, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk memperlancar jalur komunikasi, koordinasi, dan eksekusi kegiatan,
telah ditetapkan pembagian peran yang jelas. Masing-masing pihak memiliki
fungsi strategis yang saling melengkapi dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, hingga evaluasi Aksi Perubahan. Adapun uraian tugas dan
tanggung jawab dari masing-masing peran dalam tim Aksi Perubahan adalah
sebagai berikut:

a. Mentor
Bapak Hendra Pranata, S.H., yang menjabat sebagai Kepala Bagian
Penyusunan Keputusan dan Pembinaan Hukum Kab/Kota Biro Hukum dan
HAM Setda Provinsi Sumsel, berperan memberikan arahan, dukungan dan
asistensi. Tugas beliau antara lain:

1. Memberikan bimbingan serta menjadi sumber inspirasi dalam pelaksanaan
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aksi;

2. Memberikan masukan, tanggapan, dan dukungan dalam penyusunan
pedoman teknis penyusunan Keputusan Gubernur.

. Coach

Ibu Dr. Hj. Yuslainiwati, S.H., M.Kes., sebagai Coach, bertugas memberikan

pendampingan dan motivasi selama proses pelaksanaan aksi perubahan.

Tugas beliau meliputi:

1. Memberikan dorongan semangat dan arahan dalam penyusunan aksi
perubahan;

2. Membimbing peserta, memberikan evaluasi, serta memantau penyusunan
pedoman teknis agar berjalan sesuai dengan rencana.

. Project Leader

K. Zulfan Andriansyah, S.H., M.H., selaku pelaksana utama Aksi Perubahan,

bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan. Tugasnya

meliputi:

1. Menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan penyusunan pedoman
teknis Keputusan Gubernur;

2. Melaksanakan kegiatan berdasarkan tahapan yang telah disusun;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas progres dan capaian kegiatan.

. Tim Kerja Administrasi Umum

Tim ini mendukung aspek administratif Aksi Perubahan, terutama dalam

pendokumentasian proses penyusunan pedoman, pengumpulan data

pendukung, dan pengelolaan arsip kegiatan secara sistematis.

. Tim Kerja Teknis

Fokus tim ini adalah pada substansi dan pelaksanaan teknis penyusunan

pedoman. Adapun tugasnya antara lain:

1. Melakukan konsultasi dengan Project Leader mengenai struktur, isi, dan
tahapan penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur;

2. Melaksanakan berbagai tugas teknis lainnya yang mendukung

pelaksanaan aksi di lapangan.
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Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Aksi Perubahan, dibutuhkan
pola komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat, terutama antara
Project Leader, Mentor, dan Coach. Komunikasi yang baik menjadi kunci utama
dalam memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai arah dan tujuan yang
telah ditetapkan.

Komunikasi dengan Mentor dilakukan baik secara langsung maupun tidak
langsung. Komunikasi langsung dilakukan melalui diskusi non-formal dan
koordinasi tatap muka, sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan
melalui saluran telepon dan aplikasi WhatsApp, yang dinilai sebagai sarana
komunikasi paling efektif dan umum digunakan saat ini.

Dalam proses komunikasi ini, Project Leader menerapkan beberapa teknik,
yaitu:

e Teknik Informatif, yaitu menyampaikan informasi yang berkaitan dengan
kebijakan dan regulasi yang relevan dengan substansi Aksi Perubahan,
khususnya mengenai penyusunan dan standardisasi Keputusan Gubernur;

e Teknik Persuasif, yaitu membangun pengaruh dan kepercayaan agar
dukungan penuh dapat diberikan oleh Mentor terhadap pelaksanaan
program;

o Teknik Koordinatif, yaitu memastikan adanya keselarasan pemahaman dan
langkah antara Project Leader dan Mentor agar kegiatan berjalan
sebagaimana yang direncanakan.

Komunikasi dengan Coach juga dilaksanakan dengan metode yang sama,
baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi tidak langsung
menggunakan saluran telepon dan pesan instan. Teknik yang digunakan tetap
berfokus pada pendekatan informatif, persuasif, dan koordinatif untuk
memastikan keterlibatan Coach dalam memberikan arahan dan motivasi
selama proses penyusunan pedoman teknis.

Dalam mengelola tim dan memastikan keberhasilan pelaksanaan Aksi
Perubahan, Project Leader juga melakukan beberapa langkah strategis, antara
lain:

1. Konsultasi dan koordinasi secara rutin
Project Leader melakukan koordinasi dan pendekatan kepada Mentor serta

pihak-pihak terkait lainnya untuk menyampaikan urgensi dan manfaat dari
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Aksi Perubahan ini, sekaligus menyamakan persepsi terhadap arah dan
tujuan kegiatan.

2. Penerbitan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Langkah ini penting untuk membagi tugas dan menetapkan struktur tim
yang mendukung pelaksanaan aksi. Tidak ditemukan hambatan berarti
dalam proses pembentukan tim, karena sejak awal telah dilakukan
pendekatan personal dan penyampaian maksud serta tujuan aksi secara
terbuka kepada pimpinan dan anggota tim.

3. Pelaksanaan rapat koordinasi Tim Efektif
Rapat-rapat ini digunakan untuk menyusun rencana kerja, menetapkan
tahapan kegiatan, dan menyepakati tanggung jawab masing-masing anggota
tim demi tercapainya tujuan penyusunan Pedoman Teknis Keputusan
Gubernur secara terstruktur dan sistematis.

4. Penyusunan dan pelaporan kegiatan Aksi Perubahan
Project Leader menyusun laporan pelaksanaan Aksi Perubahan secara
tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban, khususnya atas kegiatan
bertajuk:

"Standardisasi Keputusan Gubernur Melalui Penyusunan Pedoman Teknis
Penyusunan Keputusan Gubernur di Biro Hukum dan HAM Sekretariat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025."

Dengan pendekatan komunikasi yang tepat dan koordinasi tim yang kuat,

Aksi Perubahan ini diharapkan dapat menjadi fondasi awal dalam membangun

tata kelola produk hukum daerah yang lebih tertib, terstandar, dan akuntabel.

35



BAB III
DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN

A.Capaian dan Bukti Perbaikan Kinerja Organisasi

Proses pelaksanaan rencana aksi merupakan bentuk konkret dari
kepemimpinan strategis yang ditunjukkan melalui implementasi program
perubahan. Aksi Perubahan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya
standardisasi penyusunan Keputusan Gubernur melalui penyusunan Pedoman
Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur yang dilaksanakan di lingkungan Biro

Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berbagai tahapan kegiatan telah disusun secara sistematis dalam bentuk
milestone pelaksanaan, guna memastikan bahwa seluruh proses berlangsung
secara terarah dan sesuai target yang telah ditetapkan. Rangkaian tahapan ini
juga dimaksudkan untuk meminimalkan risiko hambatan serta menjaga

kualitas pelaksanaan aksi secara keseluruhan.

Aksi Perubahan ini termasuk ke dalam kategori program jangka pendek
dengan periode pelaksanaan selama dua bulan, yakni mulai dari Mei hingga Juli
2025. Selama periode tersebut, dilaksanakan serangkaian kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporan akhir.
Jadwal implementasi Aksi Perubahan dirinci dalam tahapan waktu sebagai
berikut:

Tabel 3.1
Pelaksanaan Aksi Perubahan Jangka Pendek

No | Tahapan Kegiatan Target | Capaian Output Pelaksanaan

Jangka Pendek (O s.d. 2 bulan)

awal, studi dokumen
dan identifikasi
masalah

36

1 | Membuat kajian 100 % | 100% Kajian Akademik Mei 2025




Membentuk Tim 100 % | 100% | SK Tim Efektif Mei 2025
Penyusun Pedoman

Menyusun draf awal | 100 % 100% | Dokumen Draf Mei 2025
Pedoman Teknis Pedoman Teknis

Mengadakan 100 % 100% | Foto Juni 2025
konsultasi teknis

Membuat finalisasi 100 % 100%. | Dokumen Draf Final Juni 2025
dokumen pedoman Pedoman Teknis

teknis

Melakukan 100% 100% | e Surat Edaran Juli 2025
penerbitan Surat Gubernur

Edaran Gubernur e Dokumentasi JDIH

dan pengunggahan

di website JDIH

Melakukan 100% 100% | o Undangan Juli 2025

sosialisasi internal

Sosialisasi
e Foto Sosialisasi
e PPT Sosialiasi

aktif para pemangku kepentingan.

capaian yang terukur pada setiap fase.
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Adapun tahapan pelaksanaan Aksi Perubahan Standardisasi Keputusan
Gubernur melalui penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan
Gubernur di Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu dua bulan, dengan
Tahapan ini dirancang untuk

memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai jadwal, dengan keterlibatan




Berikut tahapan pertama dari implementasi Aksi Perubahan:
1. Membuat kajian awal, studi dokumen dan identifikasi masalah
Kegiatan ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memahami
kondisi existing terkait penyusunan Keputusan Gubernur di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kajian akademik dilakukan melalui studi
dokumen terhadap produk hukum yang telah ada serta analisis terhadap praktik
yang berkembang di masing-masing OPD. Kajian ini menghasilkan pemetaan awal
atas permasalahan teknis, format, dan substansi dalam penyusunan Keputusan
Gubernur yang nantinya menjadi dasar penyusunan pedoman teknis. Kegiatan ini

dilaksanakan pada Mei 2025 dan tercapai 100% sesuai target.

Gambar 3.1
Kajian Akademik

KAJIAN AKADEMIK

URGENSI STANDARDISASI KEPUTUSAN GUBERNUR MELALUI PEDOMAN
PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR DI BIRO HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Produk hukum merupakan salah satu instrumen utama dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Keputusan Gubernur
sebagai bagian dari produk hukum yang berbentuk penctapan sesuai
dengan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018. Keputusan Gubernur bersifat strategis karena memuat
ketetapan atau tindakan administratif Gubernur yang bersifat konkret,
individual dan final. Produk hukum ini dibutuhkan untuk menunjang
berbagai kebijakan dan aktivitas administratif yang tidak diatur secara
langsung dalam bentuk peraturan perundang-undangan namun tetap
membutuhkan dasar hukum tertulis.

Namun demikian, kondisi empiris di lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan menunjukkan bahwa penyusunan rancangan
Keputusan Gubernur belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai
dengan belum tersedianya pedoman teknis penyusunan Keputusan
Gubernur yang menjadi rujukan baku bagi seluruh Perangkat Daerah
dalam menyusun rancangan Keputusan Gubernur. Akibat dari ketiadaan
pedoman ini, penyusunan produk hukum berupa Keputusan Gubernur
dilakukan secara bervariasi baik dari sisi format, struktur penulisan,
maupun penggunaan tata bahasa hukum. Hal tersecbut menyebabkan
beban koreksi dan harmonisasi yang cukup tinggi di Biro Hukum dan
HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan.

Tidak jarang, rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan oleh
perangkat daerah harus dikembalikan berulang kali untuk diperbaiki
karena tidak sesuai dengan kaidah legal drafting maupun tata naskah
dinas. Proses ini tentu } waktu, ghambat efektivitas
pengambilan  keputusan, dan berdampak langsung terhadap
keterlambatan pelaksanaan kebijakan strategis. Dalam jangka panjang,
kondisi ini berp i hukum, inkonsistensi
pelaksanaan kebijakan, serta menciptakan ruang abu-abu dalam
akuntabilitas pemerintahan,

imbulkan ker
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Berangkat dari kondisi tersebut, maka dipandang perlu untuk
menyusun Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur sebagai
bentuk dukungan mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia
dalam memperkuat reformasi hukum serta dalam rangka mewujudkan
visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2025-
2030 pada tata kelola pemerintahan untuk menciptakan produk hukum
daerah yang berkualitas.

N

Rumusan Masalah

a. Mengapa diperlukan pedoman teknis dalam penyusunan Keputusan
Gubernur?

b.Apa dampak dari tidak adanya standar penyusunan Keputusan
Gubernur terhadap kinerja pemerintahan?

c. Bagaimana pedoman ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyusunan produk hukum?

3. Tujuan Kajian

a. Mengidentifikasi  per lahan dalam penyusunan Keputusan

Gubernur saat ini.
M. lisi

disasi penyusunan Keputusan Gubernur.
i kebijakan berupa penyusunan pedoman

urgensi

1 a

c. ikan 1
teknis.

4. Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan bermanfaat bagi:

a. Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas produk hukum;

b. Perangkat Daerah dalam memperoleh acuan penyusunan keputusan
yang baku;

c. Biro Hukum dan HAM dalam menjalankan tugas pembinaan hukum
secara lebih efisien.

I. TINJAUAN TEORETIS DAN YURIDIS

1. Pengertian Produk Hukum Daerah
Produk hukum daerah merupakan Kkeputusan atau peraturan yang
ditetapkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang di daerah dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Produk hukum ini
menjadi dasar legal formal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
pemerintahan daerah serta menjamin kepastian hukum dalam setiap
tindakan pemerintahan,

2. Keputusan Gubernur dalam Hukum Positif Indonesia
Keputusan Gubernur adalah produk hukum berbentuk penetapan yang
bersifat konkret, individual, dan final. Hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 9 huruf a Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah sebagaimana tclah diubah
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dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Keputusan ini dibutuhkan b. Menyelenggarakan bimbingan teknis legal drafting secara rutin kepada

dalam pelaksanaan fungsi administratif dan kebijakan yang tidak diatur perangkat daerah.

secara langsung dalam peraturan perundang-undangan. ¢. Menetapkan format baku, struktur, dan gaya bahasa hukum dalam
Keputusan Gubernur.

3. Prinsip Legal Drafting dan Tata Naskah Dinas d. Meningkatkan p faatan teknologi informasi dalam proses
Legal drafting adalah proses penyusunan produk hukum yang mengacu harmonisasi produk hukum.
pada prinsip-prinsip hukum dan tata naskah yang baku. Prinsip-prinsip E. PENUTUP
legal drafting meliputi .konsistensi, kesesuaiax:t deng.an perat}u'an Standardisasi penyusunan Keputusan Gubernur melalui pedoman teknis
perundang-undangan, kejel bah dan ika penulisan. merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas, efcktivitas, dan
Sementara itu, tata naskah dinas adalah sistem penulisan dokumen resmi akuntabilitas produk hukum dacrah. Pedoman ini diharapkan mampu
pemerintah yang mengatur bentuk, struktur, dan gaya penulisan yang menjadi solusi konkret terhadap permasalahan tcknis dan administratif
harus dipatuhi. dalam penyusunan keputusan, serta dukung per pelay 1 dan
i i el T — pelaksanaan kebijakan daerah.
Standardisasi dokumen administratif bertujuan untuk menciptakan

keser . 1 dan akuntabilitas dalam pcnyeleflgg‘araa.n KEP, BIRO DA ;
pemerintahan. Dengan adanya standar, proses administrasi menjadi lebih - —

tertib, mudah dievaluasi, dan menghindari tumpang tindih kewenangan
serta kesalahan prosedural.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1.Permasalahan Empiris di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera DEDI HARAPAN, S.H., S.E., M.Si, CMSP
Selatan Pembina Tk. I (IV/b)
Penyusunan Keputusan Gubernur masih dilakukan secara tidak seragam, NIP. 197809072007011005
baik dari sisi format, struktur penulisan, maupun penggunaan bahasa
hukum. Hal ini menyebabkan tingginya beban koreksi di Biro Hukum dan
memperlambat proses pengambilan keputusan strategis.

2. Dampak Tidak Adanya Pedoman
Tanpa pedoman teknis yang baku, perangkat daerah kesulitan dalam
menyusun rancangan keputusan yang sesuai dengan kaidah hukum.
Dampaknya antara lain keterlambatan layanan administrasi, potensi
ketidaktertiban hukum, dan menurunnya akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan.

3. Urgensi Peny Ped Teknis
Penyusunan pedoman teknis akan membantu seluruh perangkat dacrah
dalam merancang keputusan gubernur secara seragam dan sesuai
standar hukum. Hal ini sejalan dengan agenda reformasi hukum nasional
dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Sumatera
Sclatan.

D. REKOMENDASI
a. Menyusun dan memberlakukan Pedoman Teknis Penyusunan
Keputusan Gubernur melalui Surat Edaran Gubernur.

2. Membentuk Tim Efektif

Berdasarkan arahan Mentor, Project Leader membentuk Tim Efektif melalui
Keputusan Sekretaris Daerah. Tim ini terdiri dari unsur lintas subbagian di Biro
Hukum dan HAM serta Biro Organisasi yang relevan dengan tugas penyusunan
keputusan. Pembentukan Tim Efektif menjadi dasar koordinasi pelaksanaan
kegiatan selanjutnya dan memperkuat struktur organisasi kerja aksi perubahan. SK

Tim Efektif diterbitkan dan kegiatan ini selesai 100% pada Mei 2025.
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Gambar 3.2
SK Tim Efektif

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

S

3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi

Jatan Ksms Eﬁlﬂ’ﬁl}lﬁr PAEI s E Selal . (L gara Republik Indonesia
} ng, Provinsi Rt B 5

Telopon - {0711) 352365, Fakeimio - (0711) 367483 Kods Pos 30120 Tahun 2023 Nomor 56, T L gara Republik

E-mail : go.id, Website : www. go.id Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

NOMOR: 280/KPTS/11/2025

TENTANG 120 Tahun 2018 Perubah atas Pera
TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN STANDARDISASI KEPUTUSAN Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntuknn
GUBERNUR MELALUI PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
KEPUTUSAN GUBERNUR DI BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Tahun 2019 Nomor 157);
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Tata Naskah Dinas di Li Pe intah Daerah (Berita

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN, >
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);

Menimbang : a.bahwa dalam 1 1 1 i Aksi Per Peserta 6. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata
Pelatihan Pengawas A ur insi 1 Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Sumatera Sclatan
Tahun 2025 atas nama K. Zull‘an Andriansyah, S.H., Tahun 2025 Nomor 2);

di d perlu bentuk Tim

b. bahwa Tim Efekuf scbaga.lmana d.lmaksud dalam huruf a, MEMUTUSKAN:
perlu di P h

c. bahwa berdasarkan pertimb b i Menetapkan
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KESATU . Membentuk Tim Efektif Pelaksanaan Aksi Perubahan
Sekretaris Daerah tentang Tim Efektif Pelaksanaan Aksi Standardisasi Keputusan Gubernur melalui Penyusunan
Pernbah i Keputusan Gubernur melalui Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur di Biro
Peoyumman Eecoman . Tckeis yTsLIE Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi
Qubernur di Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekreta.nat Sumatera Selatan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025; 3 S dalam I iran Keputusan Sekretaris

M i : 1. Und ,"ndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 22
Peraturan Perund (L b Negara Republik Daerah ini.

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran KEDUA : Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
=3 Republik i Nomor 5234) sebagaimana telah mempunyai tugas sebagai berikut:
beberapa kali diubah, Undang-Undang Nomor R 2 22 2P0 X
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- a. Pembina S e ey dan sists
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan aksi per
Per: Perund (L b Negara Republik : s
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara by Mentor i ka:an . Taember
Republik Indonesia Nomor 6801); 1al akai g
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan = i
Daerah (Lembaran Negn.ra Republik Indonesia Tahun 2014 c. Tim Teknis : memberikan masukan terkait materi
Nomor 244, Tambah gar publik Ind i N . 1l N a3 1.
Nainor 5387) ' “scbagal telah beb lall; diubah et o stakeholders  internal  dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- cksternal
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kex]a menjadi 2. melakukan. rapat/pertemuan
Undang-Undang (L blik 1 ia Tahun dengan tim efektif maupun
stakeholders

2023 Nomor 41 Tambahan Nega.ra Repubhk Indonesia Nomor
6856); 3. membuat dan menyusun

Pedoman Teknis Penyusunan
Keputusan Gubernur

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

. * . : 280
e. Sckretaris : memberi masukan terkait oMo, A 5 e e
penyusunan Pedoman Teknis
Keputusan Gubernur dan membantu SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF PELAKSANAAN AKSI PERUBAHAN
menyiapkan administrasi STANDARDISASI KEPUTUSAN GUBERNUR MELALUI PENYUSUNAN PEDOMAN
TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR DI BIRO HUKUM DAN HAK
f. Anggota : 1. membantu dan  menyiapkan ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
administrasi TAHUN'2025
2. membantu dan  menyiapkan
dokumentasi I. Pembina : Dedi Harapan, SH.,SE.,M.Si.,,C.MSP (Kepala Biro
Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel)
KETIGA ¥ Keputusan Sclcremns Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1! Mentor . Hendra Pranata,SH
bahwa segala sesuatunya akan (Kabag Penyusunan Keputusan dan Pembinaan Hukum
dnubeh dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di Kab/Kota Biro Hukum dan HAM Sctda Provinsi Sumsel)
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan III. Tim Teknis : Efendi,S.Sos,MAP
Sekretaris Daerah ini. {Kabag Tata 1 Biro O isasi Setda Pr
Sumsel)
Ditetapkan di Palembang IV. Project Leader : K. Zulfan Andriansyah,SH
pada tanggal 19,¥8I 2025 (Kasubbag Penyusunan Keputusan Gubernur Setda,
Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Badan Daerah Biro
Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel)
V. Sckretaris : Indah Adistya Pratiwi,SH.,MM
{Analis Produk Hukum Biro Hukum dan HAM Setda
Provinsi Sumsel)
¥ VI. Anggota : 1. Hairunnisa

2. M. Hakim Al Farizi., A.md

Tembusan :
1. Gut P Qul,
2. Kepala BPSDM Provinsi Sumsel di Palembang
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3. Menyusun Draft Awal Pedoman Teknis

Setelah Tim terbentuk, kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan draft awal
pedoman teknis. Draft ini disusun berdasarkan hasil kajian awal serta inventarisasi
dokumen Keputusan Gubernur yang telah ada. Dalam proses ini, tim melakukan
harmonisasi struktur dan substansi, sehingga menghasilkan rancangan awal
pedoman teknis yang representatif. Kegiatan ini berhasil dilaksanakan 100% dan
didokumentasikan dalam bentuk dokumen draft pada Mei 2025.

Gambar 3.3
Draf Awal Pedoman Teknis

va, alein pada g tarzebut di atas,
mgar dalam p Gubsrnur memparhaticen
pedoman tata cara penyusunan Keputusan Subernur sebagai bariiort:

A. Fommat Umum Konssp Ksputuzan Gubsnmar
1. Kertas mengsunaiken ukuran Fé wama putih, 75 gr;
2. Huruf menggunaken jeniz Sookman Olf Style dengen wkuran fome 12
Untuk tampiran wkuran fint dapat menyeruziken. judul dan bagisn
tanda tangan lampiran sotap menggunakan fontukuran 13; dan

Vi Hepals Ferangiat Dacrah
i Lingloingan Famerintai Froving Sumatcra Sciatan

i
wat 3. Tidmk el [ Parud],
= pengeturan ioric [muref miring] digunaken semuai kaidah ymits untu
SURAT EDARAN istilan atau  kata dalam bahasa =sing, namun cebaiknya
HOMOR: i Ja0as dialinbanacakan ke dalam Eahacs Indonesia.
E. Herengka Kepufusan Gubemur
TENTANG 1. Hop/header;
TEENTS HEPUTUSAN 3. Judul:
2. Jabatan FPembennilc Kegumsen;
Fanyusanan - prazes 4. Honziseram: Manimbeng:
penunjang yang penting dalam pelalkianasn ummi kegistan pads masing- 5. Honsderan Meagingat;
mazing perangkat dmerah unit kerja yang facilitasinys dilakukan olah Biro 5. Dilchum;
Hukurm dan HAM =t Dacral: Provinsd Sum Selatan, Namun dalam . Tands TanganParef &m
pelakranmantya zelama ini Telum  makoimal/telum  memeruni  tandar 5. Lampiran [nita dipornacan)
it Tk perundzng: maupun i
t2ta naskah dinzc sehingge perlu dibuat szt pedoman dalam peNyuIUnan . Format Famyusunan Konsep Ksputuesn Subermur
Tencamgan  Keputuzan Gubermur tesuai dengan  ketsntuan  persturan 1. Hop/ header
perundang-undangan dan tata nasksh. Del=m proses koreksi tarhadap fegal Xop Keputisan Gubsmur menggunakan lambeang garids smas dikuti
drafting Tancangan Keputuzan Gubernur macih tardapat tamyax kacalanan fulizan Gubamur Sumatera Salatan menggunakan Runf kapital.

yEng dilmiukan zecara berulang, cehinggs berpangmruh pads aficienci dam

afaktivitas dalam prozes pamyurunan Keputuzan Gubsrnur.

Senubungan dengen hal tarsebut, dalam penyuIunan Tancangan Keputizan

Subarnur =sgar pada dimbar datam:

* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang FPembenmuikan Ferstmran
Forundang-Undangan cebaguimans tolah divban beberapa kab, teraichir
dengan Undang-Und=ng Nomor 13 Tahun 2023 tantang Ferubehen Hedus
ata: Undang-Undang Homor 12 Tahun 2011 tentang  Fembantikan
Feraturan Ferundang-Undangan;

b. Feraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tontang GuBE“UR SMTERA sEum"
Fembentukan Produk Hukum Dacrah cebagmimana tglan diubah dengan
Feraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun I018 tantang Parubahan 2. Judm
mtaz Feraturan Manteri Dmlam Negeri Nomor 50 Tahun OIS tentang

Bfemuat keterangan mengenai jeniz, nomor, akTonim  parangiat
Pembantulan Froduk Hulum Dasreh; dmatal  pengusul, fmbun  pendtapen  den  nama  Keputusan,

©. Feraturan Manteri Dalam Mogari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tam Nackan
Dinac di Lingicangan Femarintah Dwarah; dan

4. Ferzfuran Gubsmus Nomer 2 Tzhun 2035 tentang Teta Maskan Dinzs.

manggunakan munsf kapitl seunuhnys, dangan pensmpatan d tangah
marjin sebagaimana contoh berilkaut

KEFUTUSAN GUEERNUR SUMATERA SELATAN
WOMOR  (EFTS/EAFFEDA/2035
TENTANG
FENETAFAN FROYEK STRATEGIS
DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023
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Fanulizan judul diutamaian cingiat, padat, jalas namun mencerminkan izi
Eaputuzan Ada beberapa hal yang harus diparhaticen dalam pamilinan
Judul:
Dimwali dengan Lats pa-zn yang i) proaas,
comtal: penanjukan, pembantiken, pamberian, drb.
b. Tidak baolan kam " [karana
sifamyz sudzh penatazan)
c. Fempgunman tanun menysrusicen. Dapst menggunskan “TAHUN
ANGEARANT, atau culp menggunakan TAHUN".

IR SUMATERA SELATAN, dengan

2. Jumlsh konsideran discuaien dengan kebutiban (memuat unmur
flagofiz, giclogis, dan  yuridiz], jia konmidaran  perunya
malakEanskan Gwstien passl ated Deberapa paial dari paraturan
parund. Fang nian

culcap mamuat 1 [zatu| persmbangan sajn.

. Diswali dengan kate Menimbang”.

Memuat uraian ngkat mengenai latar belskeng  pemyusunan

Haputazan.

4. Timp kenzideram diswali dengan huref tezusi urutan abjad fomt
kecil dan dirumutken dengan kalimat yang diswal dengan keta
“banwa” dan diskhir dengan titik koma.

Cazar Huloum Mengingas

=, Diawali dengan leta "

b. Timp dazar hulum diswali dengan engka dan disiniri dengan itk
koma.

¢ Dazar Hulum Memmat

| Dazar kewenangan pembuatan Keputucan

Undang-Undang pembsntukan daarsh  otonom  Frovinc

Sumatera Salmtan

| Feramuran P

b

L3

g-Undangsn  yang

4] Undang-Undang t:rtana Femsrintahan Dadrah
5| Feraturan parundang-undengan yang terkait
Feraturan i

P yang diurutkan
berdszarian hisrard Hisrsri paraturan perundang-undangan
yang digumakan cebagai dazar hukum pada  penyusunan
Heputuzan adalah sebagai tarikut:

1| Undang-Undang
El 1

Fenggant Undang-
Undang

5| Peraturan Fragiden

4| Keputazan Fresidan

5| Feraturan Mantari

5| Keputazan Mentard

7| Peraturan Kepalz Lembaga Eadan Fuzat

£| Feraturan Dasran

§ Apsbils trispar lampifan lagm ditrabian pala sl

tartampir dalam Cubennur .
Apabits pada Kepumizan tardapat hel yEng beskain dengan
anggaran pambisyaan dapst ditambanian pads dictum “Segala
Tiaya yang ditmbulkcan ssbagei aidbat ditstagkanmya Eeputuzan
Gubernur ini dibebankan paia Anggaran Fendapatan dan Belanja
Dearsh [APED) Provinsi Sumatars Selatan Tahun Anggeran 2023
malatui Dokumen Felakeansan Anggaran Sataan Kerjs Farangias
Daarah (DFA-SKFD] Eadan Fangelola Keaangan dan Acct Dacrah
Frovins Sumatera Selatan.

i Dixtum terakhir ditutup dengan kats sebagai berikut: "Heputzzan

ini moalel berilo: pada tanggal ditetmploan dangan ketenfuan balwa
zegals sesustumy= men dintel den diparbaid kembal sebagaimens
mastinya apebis & ian Riar termyats tardapar [
Kspubuzan Gubemmur ini.

oo

1] Lalkesi panetspan

2| Tangzal penctapen

5] Jabatem pejabat pambuat Eepumizan

4] Tanda tangen pejzbat pambuzt Keputizan
S| MNam= pajabat parmbuat Keputuzen

€| FarafFarangkat Dacrah penguasul

Tanggel penstapan ditiliz “pads tanggel .
Jmbatan pejabat pembust Kegutizan dinic dengan horuf kepitsl
saluruhiya, diskhin tanda baca koma [,

Nama pajsbat pembuat Keputizan ditulin lengksp mnge gelar
dan panglat trarf kapital

Paraf parangkat dasrah pengusul, asizten yang membidangi, dan
Skremariz Dearah divububi 4i Faraf Hisraric dan Heopala Eiro
Huloim dan HAM di paraf koardinad.

Cantoh:

Ditstagkan i Falenbang
pada tanggal
CUEERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tt e ordinas
aeran Frpala mn Hukum 2an
Sematera Scianan & o
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#| Peraturan Gubarnur
10| Keputuzan Gubamur

& Untuk parundzng- dengan zama
diurutkan tecara kronologiz berdaszarian nomor peraturan dan
tahun pangundangan.

£ Surat Edaran dan cejenizny
mengingat.

§ Fencantuman peraturan perundang-undangan haruc lengkap
dengan kewrangan pengundangan [Lemberan Megara, Tambahan
Lembaran Nagara, Eerita Negara, Lembaran Dasrah, dan Barita
Dasran|
Contoh

Mangingat: 1. Undang-Undang Momor 33 Tanun 201d tantang
i Dacran  [Lemb: Tagara

Repubiik Tndonegia Tahun 2014 Nomor 244,

Tamtehan Lembaran egara  Republic

mdcreria Womar 5537] ccbegmimana tolan

tebermpz  kali diuban, terakihir  dengan

Undang-Undang Homer € Takun 2033 tentzng

Fenstapan Feraturan Femerntan Fenggent

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tantang

Cipta  Herja memjadi  Undang-Undang

[Lambaran Negara Repubiix Indomeria Takum

2023 Womer 41, Tambahan Lembaran Hegara

Republik Indonaria Nomar S§256];

Undang-Undang Nomer § Tahun 2023 tantang

Frovine Sumatera Sdlatan [Lomtaran Hegara

Reputiic ndonesia Tzhun 2035 Nomor 56,

Tambehsn  Lembaran  Wegara  Republik

Indcmesia Momar §865);

tidak biza i ai <i

%) Eata “HESATU, “KEDUA", dan Setarusmye.

b, Kata "MEMUTUSEAN" dituliz dengan haruf kapital tanps spasi antar
zulos kate, dilstaloen i tangalh magin dan dialchiri dangan tanda stik
dua.

C Kata CMenempkan”  dicantumien seslal CMEMUTUSKAN

izgjaj dengan katz i dan i

4. Tiap dicum diswal dengEn kets CKESATU, KEDUAT, dan

zataruznya yang disalic dengan huraf kapilal dan diskhin dengan

tanda itk

Subrtanci pakalk ada pada skt KESATUT

Apabila padtz giktum tardapat pencantiman momor umat, disalis

dengan ketenmuan ebagal berikut menggunskan huraf sbjad kecil

2, b, den ceterusmya.  Apebila  terdapat  Tubpenomaran,

menggunzkan angka 1 dan coterusnys. Apabila terdapac

Tubpenomeran, menggunaien muref kel a), b)..

. Lampiran

a. Memuat lampiran, dafter, tabal, gambear, pata, s fketoa

©. Apabila lampiran lebin dari catu, tisp lampiran diberi nomor dengan
menggunalen angie romawi. Comtal: Lampiran §, Lampiran I, dan
setarusnya

. Judul lampiran tama dengen jutul Kepoturan, ditulis dengan buraf
keapitel zeurahnye tanpa diakhi tands baca.

4. Lampiran yang memust Tumunan Hm penitia atas dafer mama,

seluTang Kurangya meammat:

1] Hama knghop dengen gelar
3| Jasatzn pada insen fanit kaja

Keputusan, tanda tangan dan nema pejatat pembuat Keputizan.
i Parlican menggunaien buraf kepital selurunnys, Distaken di mudut
kanan bewan lembar teralkhir tetiay lampiran.

Contoh Lampiran Keputuzan Gubermuar
LAMFIRAN: KEPUTUSAN GUEEENUR SUMATERA SELATAN

HOMOR EAFFEDA/ 3035
TANGEAL : 2035

DAFTAR FROVEE STRATEGIS DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Lo SEFA LOKAS]

3

1. | Dinax FU Eina MaTga
dan Tata Fueng

Empat Lawang

Timaz FU Eine Marga
dan Tata Fuang Ssmambang - Sp. §

Eangun Jaya

3. | Dimaz FU Edna Margs) T
4an Tats Fusng Air Ragen Eamtang
|Ruzs Jalan Sp. OFI -

Eabatan Saudagar -
srijabs

SUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Famar e i

Fararvzers
Cacrah Gronmsy el e el 2an
Sumatera Selatan

Frien G Sumaera
tan

Seepals OPD aronm REoweL




7

& Faraf perangicat demaran penguel siterusicn pads ketentun angie T
urf g

Demilian ini dibuat untuek dan i

Ditgtapizn i Falembang
pada tanggal

GUEERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Sumadera Selatan A

4. Mengadakan Konsultasi Teknis

Konsultasi teknis dilaksanakan untuk memperkaya isi draft awal pedoman dengan
melibatkan masukan dari stakeholder internal dan eksternal yang berkepentingan
terhadap proses penyusunan keputusan gubernur. Diskusi ini menjadi ruang
validasi awal dan memperkuat partisipasi antar unit kerja. Kegiatan ini terlaksana
pada Juni 2025 dan terdokumentasi dalam bentuk foto sebagai bukti pelaksanaan.

Gambar 3.4
Project Leader Menghadap Mentor

|
|
|




Project Le

Gambar 3.5

ader Beserta Mentor Menghadap Karo

Hukum dan HAM

i1

5. Membuat Finalisasi Dokumen Pedoman Teknis

Berdasarkan masukan dalam konsultasi
terhadap draft awal menjadi dokumen final pedoman teknis. Tahapan ini menandai
kesiapan pedoman untuk dapat diberlakukan secara terbatas dan menjadi acuan

resmi. Dokumen final disusun secara sistematis dan selesai 100% pada Juni 2025.

vin

1

teknis,

Gambar 3.6
Draf Final Pedoman Teknis

EHspmln Ferangkat Dasrzh
ai i Frovinsi Seaatan

ai-
Tamgpat

SURAT EDARAN
HOMOR: ; szoEs

TENTANG
FEDOMAN TESIS FENYUSUNAN KEFUTIISAN GUEERNUR

. Later Balekang
Produlk mulcam.
tugaz san fungsi nan assran.
Tagian cari proSul MUKGm yENg DAITERTUX PemStIpAn o
*ostantuan Facal 5 huref = Ferateran Menteri Delam ageri Ko
2015 temtang Fambentuken Erodulk Hukum Teersh cebegmimana telan
diuveh dsngen Persturan Meatsri Delem Negeri Momor 130 Tahun 2018.

utama dmlam

Cubernur, prinzip pamalizan o

yang vertifat teknmiz Gan splicatf memadi fasar untek meningiatoan

cualitas rancangan preduk mulam yang disjsken sehingga dipandang perly

untuk memyuzun Fedomsn Tekowz Fenyusuman Kepubizan Cubermur

zebagmi bemtuk dukungan mewujudian Astm Oita Freziden Republic
Anlem

Taramzarian perataran

M=lcrud dan Tujusn
2 Malorud penjuzuman pedoman tekniz pemyuronan Kepusican Cubermr
sngheritan Aparatur Sipil Megarz [ASH] pada zetizp
pemyusunan

I) menjeai pescman  gaiam penyusunan  produil hukum dssran
amam venmx

3. Faang Lingwap
o =

rarn Satatmm_

4. Dazar Hucum
= Unoang-Unoang Nomer 13 Tanun 3011 tentang Fembancican Parstasan
FPoranasng-Undangan sebsgaimans telan QIUDAT DETAIEpa kKA. teraichiz
dengen Undang-Undang Nomor 15 Tehunm 03T tentang Farubshan
Hsduz star  Undeng-Undeng Nomer 13 Tahun 2011 tentang

v. Parsturan Menteri Dmlam IMegeri Nomor S0 Taaun IC1S tenzang

tanteng Fembantulkan Produlkc Hukum Dasran;

©. Parsturan Menteri Daam Negeri Ifomeor 1 Tmhun 2035 temtang Tam
Nmsimn Dinas gi Linginungan Pemerintan Desran; gan

4. Farsturan Cubermur Nomor 3 Tahun 025 tentang Tata Nazkeh Dinaz

5. Izi Bdaran
Dmiam o Sutamar Saatan,
agar mengikuti formar petoman penyusunan Keputizan yang reras dengan

i amam

Fang bagi=n dori Surst Sdaran ind
&. Panumap

Demikitn Surst Edsram  ini  aitampsican  untik sipesomani  san
ailskranacan Qengan PNGR TESN TAMEEURg jEWED.

Ditstaploan & Palembang
paza wmmgE

SUEERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU
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dilakukan penyempurnaan



uﬂ_ﬂ\m_Am_u—,-

Unmae tam; ukuran nr apsr menrerumiken. jusul san bagian
tanas tangan Jampiran sstey MengEAnakan fonuKLTan 13; dan

Tetan Bot g,

ergaturan oo [muref miring] digunesken serusi keitan ymit: nmoe
;i stan  lats  dslam bahsss msing,  mamun sobsilens

arangka Keputusan Gutemmur
neder

Lamperan [bila diperhzian)

Formar Pamrusunan Konsep Kepunisan Subermar

slronim  parangiea:
nama  epuruzan,
i tangan

Earnilizan judul dhitsrmelcen Hinghes, patas jalss namwen mencerminken ix

10| Keputusan Gurarmur

s

£

Untuk peraturan perundang-undangan dengan tingkatan sama

Tecara omar dan
tahun pengundangan.
Surat Edaran dan tidak biza di ai
mengingat
Fen dangan haruz lengksp

dengan [Lamb; Negara,

Lembaran Nagara, Eariza Negara, Lambaran Dagran, dan Barita
Dasran|

ceontoh

Mangingat: 1. Undang-Undang Nemor 25 Tahun 2014 tentang

FPemerintaban  Dasral  [Lembaran  Kagara
Repubiik Trdonesia Tahun 2014 Nomor 244,

teberspz  kali  diuban, terakhir  dengan
Urndsng-Undang Nomor & Tatun 3023 tentang
Peratspan Persturan Pemerintah Fenggens
Undsrg-Undang Nomor T Tamun 3033 tentang

cipta  Herja memjati  Undang-Undang
[Lembarsn Negara Repuniic ndonaria Tamum
2022 Womor 21, Tambahan Lambaran Hegars
Republix Indonazia Nomar 6856
Undang-Undang Nomor § Tahun 2
Frovin Sumatera Salztan [Lemvaran Negarz
Repubiik Indonesia Tehun 2022 Nomor S6.
Tambehsn  Lembaran Nagera  Republic
Indcmezia Nomar 6863);

Tuias kata, Msteicen di tengah magin dan diakiin dengan tanda Stik

dua.

Xata = setslah  “MEMUTUSKAN-
i dengan kata i d=n

. Tisp dikmam diswal demgen kmia CKESATUS, EEDUAT, dan

zstaruznya yang ditaliz dengan huraf kap
tands i,

Substansi pakak zda pads Sichm KESATU®

Apavils pads sictim terdspat pencamtoman momer urut, disac
demgan kstonmian sebagsi beriknt menggunsian huref shjsd kecl
2. b. dan eterugmya.  Apabila  terdapat  Tubpenamaran,
menggunsian angka 1., 2., dan teterusnym. Apebils terdapac
TubpencmoTan, menggunaken muruf keci 2, b..

1a1 dan diskhini dengan
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w

Eeputizan Ads beberaps hal yang harus diparhaticen dalsm pemilinan

Disvali gengan kata pa-=n yang
contah: E . s,
[earans

prozer,

b Tidak boten u—
sifamys rudsn penstapen)
e tanun many e
-, atan cuseap
. Tisak menggancen :ngau:r s micronimm.
. Je— istisl asing. Apsbita
sxtita azing. e
Sabetan Fembantak Eepamasan
Sarak amtars tutizan f. dengan
tulizan stas Amn rewshnya idsal exacny 10 Pt
Heonsideran Manimbang
= Juml=n dengan
foosofr, sosimogiz, mam  yuriaiz).  jiem  lonsisersm  permumya
mslasemekan wemntuEn PATEl StaN DATATApA pRmal dan parsturan,

~parmH

(mamua: unsur

Fang
Fusap memust 1 (et perEmbangen saje-

b Drimwati dangan ket Hamims

£ Momuat urmisn  sngkar mengenai lstar belsieng  pemyusunan

e

4 Timp keonsideran di=mwsli demgan huruf tezuai uratan sbjad et
kacil @=n sirumusken dengan kmlimst yang Siswai dengan kets
“panwa qan cisichini dengan Sk kome.

i
!
IK
5
i
i
[
¥
E
!
i

Dazar x
Unaang-Unsang pembenmrukan  Saersn  swmmom  Provin
Sumsters Selatan
) d yang
pemTantuian Keputuzan
Unaang-Untang tenteng Pemerinmnan Dasrah
Ecraturan parundang-undsng=n yang terkait
2. Persturan Feng
veraacarcan hierari. Hisrarki peratiran peruncang-unssngan
yang digunakan cebagai dasar hukum  pads  penyusuman
Hoputazan adalsh zebagai barike:
1] Ungang-Unaang
3l Y t Fonggnt Undang-

5| Feraturan Frasiden

5| Keputuzen Mentari
7| Peraturan Mepsls Lembaga Sadan Fusas
5| Peraturan Dassan

5| Persturan Gubsrmur

- tartampir dalam Gubernur i
Apanita pafa Keputuzan terdapet hal yang berkaitn dengan
anggaran /panihisyaan dapat ditambankan pats diktum “Segata
Timya yang ditmbulican mmgm mkibas ditetaplarmya Ksputizan
dan Selanja
Disarsh [AFED) Frovinc Sumatrs Sclatan Tamun Anggeran 2035
meslaii Dokumen Flaksanasn Anggaran Satuan Kerja Parangkat
Dagrah [DPA-SKFD| Badan Pengeldla Kenangan dan Azet Desrah

1] Lakazi panatapan

2| Tangzal panstapan

2| Tanaran pojanat pambuar

4] Tands tangan pojatat pariuat Keputuzan
5| Mama pjabat pembuat Kepumuzan

Loacari penstayer ditalic “Ditetapioan &....."

Tamgg=] panstapan ditalic ‘pads tanggsl "

Jabatan pejmbat pembust Kepusicam dimlic dengam mumaf kepital
selunhys, diskhin tanda taca koma [

Heama pijabat pambuac Keputuzen ditelic logkep tanpe geler
dan pangkat T kepital

Paraf parangkat dacrah pengusul, asictin yang membideng, dan
Sakretaric Dadrah ditwbuki i Faraf Hisrand dan Hepala Sirc
Huloam dan HAM di paraf koordinasi.

Conzoh:

Ditstapican & Falembang
pada tamgga
GUEERNUR SUMATERA SELATAN,

Foeramaar

A% SSin RronESEEg




5. Lampizan & Parsf paramgloat dsmarsh penguzal Sizasustiorn pads ketertuan anghe T

2 Memust lamperan, dafiar, tabal, gamtar, pata, atm: vlkatza Tarufg
. Apsbils lampiren labih dasi sata, tisp lempinen Siber nomor Segan N
e Sintan: eean 1. oy Demilian mirat edaran ind dibust untuk disksanaikan dan dipedomans
JuE——
<. Judul lampiran cama dengan judul Eepwtucan, dGbulis dengan husef SUESREUS SUMATESA SELATAN.

lempis=] zeartrys tanpe dislkhind tands bace
yang memmast susunen tmjpanits stan dafer nams,
[Ee———

eiar -
A ot sz . HERMAN DERU

o Fads sinir setiap lampiran mencantumican nams jabstan pembuat
Hoeputuzan, tamds tangan San nems pejsbat pembust Hepustnsan

£ argE raf kepital selurunnya. Distaken di suduot

lmmen Bawran lembar tarslchir setiag lempiran

Ciomtoh Lampiran Keputuzsn Subermar
LAMFIRAN: KEFUTUSAN GUEERNUR SUMATERA SELATAN
momoR [KFTS/EAFFEDA/ 035
TANGTAL : 2025

DAFTAR FROYEK STRATEGTS DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2035

o Lomas
T =
I T
Empar Lawang
=
= =
Ogan D
SUSERNUR SUMATERA SELATAN,
H. HERMAN DERU
) Tearveea
= a1 e e
ey I i

6. Melakukan Penerbitan Surat Edaran Gubernur dan Pengunggahan di

Website JDIH

Pedoman teknis yang telah final disahkan melalui penerbitan Surat Edaran
Gubernur sebagai bentuk legalisasi dan penguatan implementasi.
Selanjutnya, dokumen pedoman diunggah ke portal JDIH sebagai bagian
dari keterbukaan informasi dan perluasan akses. Kegiatan ini dilaksanakan

pada Juli 2025 dan didokumentasikan secara lengkap.

Gambar 3.7
Surat Edaran Gubernur

3. Ruang Lingkup
Penyusunan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.

asar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN Perundang-Undangan scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Yth. Kepala Perangkat Daerah Perundang-1
dil is Provinsi Sclatan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
di- Pembentukan Produk Hukum Dacrah scbagaimana telah diubah dengan
Tempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
rubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
SURAT EDARAN tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
NOMOR: 100.3/045/SE/11/2025 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
TENTANG d. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas.

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR
5. Isi Edaran

1. Latar Belakang Dalam < G Selatan,
Produk hukum merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan agar jluti format pemy yang sesuai dengan
tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Keputusan Gubernur sebagai pes . i
bagian dari produk hukum yang berbentuk penetapan scsuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah Penutup
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Demikian Surat Edara ini i untuk ij i dan
Keputusan Gubernur bersifat strategis karena memuat ketetapan atau dilaksanakan dengan pcnuh rasa tanggung jawab.
tindakan admi u-auf Gubernur yang bersifat konkrtL, mdwldual dan final.
Produk hukum i berbagai dan
aktivitas administratif yang tidak diatur secara langsung dalam bentuk -
pe g-un = namun tetap ohiin dasar hukum Ditctapkan di Palembang
tertulis. ur hukum dalam Keputusan pada tanggal 2 Jami 225
Gubernur, prinsip penulisan norma, serta ketentuan tata naskah dinas
yang bersifat tcknis dan aplikatif menjadi dasar untuk meningkatkan
kualitas rancangan produk hukum vang dua_\ukan sehingga d|pandang perlu
untuk Teknis
sebagai benluk dukungan mcw\uudkun Asta Cita Presiden chuhhk
s hukum serta dalam rangka
mewujudkan xats kelola pemerintahan yang baik, tertib dan efisien
pe dan tata naskah.

o

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

. HERMAN DERU

2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud teknis p G

ini adalah untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada sctiap

Perangkat Daerah yang paham dan mengetahui teknik penyusunan

Keputusan Gubernur.

Tujuan teknis I

ini adalah sebagai berikut:

1) mewujudkan keseragaman format produk hukum daerah khususnya
dalam bentuk penctapan; dan

2) menjadi pedoman dalam penyusunan produk hukum daerah
khususnya dalam bentuk penetapan.

v
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LAMPIRAN  : SURAT EDARAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 100.3/045/SE/11/2025
TANGGAL : 2 JULI 2025

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR

A. Format Umum Konsep Keputusan Gubernur
ukuran

5
2.

PRNOMB QP

Kertas menggunakan F4 warna putih, 75 gr;
Huruf menggunakan jenis Bookman Old Style dengan ukuran font 12.
Untuk lampiran ukuran font dapat menyesuaikan, judul dan bagian
tanda tangan lampiran tetap menggunakan font ukuran 12; dan
Tidak bold huruf),
pengaturan jtatic (huruf miring) digunakan sesuai kaidah yaitu untuk
istilah atau kata dalam bahasa asing, namun scbaiknya
dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia.

Keputusan Gubernur
Kop/ header;
Judul;
Jabatan Pembentuk Keputusan;
Konsiderans Menimbang;
Konsideran Mengingat;
Diktum;
Tanda Tangan/Paraf; dan
Lampiran (bila diperlukan)

C. Format 1y Konscp Gi

Kop/ header
Koj

P garuda emas
diikuti tulisan G Selatan huaf
kapital. Penempatan di tengah marjin sebagaimana contoh berikut:

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

. Judul

Memuat keterangan mengenai jenis, nomor, akronim perangkat
daerah pengusul, tahun penetapan dan nama Keputusan,
menggunakan huruf kapital seluruhnya, dengan pencmpatan di
tengah marjin sebagaimana contoh berikut :
SAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR /KPTS/BAPPEDA/2025
TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS
DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

ags

e. Untuk p perundang- dengan ting} sama
diurutkan secara kronologis berdasarkan nomor peraturan dan
tahun pengundangan,

f. Surat Edaran dan sejenisnya tidak bisa digunakan di
konsideran mengingat.

&F P perundang-und: harus lengkay
dengan & g pengund (Lemt Negara,
Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, Lembaran Daerah,
dan Berita Daerah)

Contoh:

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran
Negara Republik Tndonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6865);

a. Terdiri dari:

1) Kata “MEMUTUSKAN"

2) Kata “Menetapkan”

3) Kata “KESATU", “KEDUA", dan seterusnya.

Kata "MEMUTUSKAN" ditulis dengan huruf kapital tanpa spasi

antar suku kata, diletakan di tengah maqin dan diakhiri dengan

tanda titik dua.

c. Kata “Menectapkan® dicantumkan setelah “MEMUTUSKAN®
disejajarkan dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat™

d. Tiap diktum diawali dengan kata “KESATU", “KEDUA®, dan
seterusnya yang ditulis dengan huruf kapilal dan diakhiri dengan
tanda titik.

=

¢. Substansi pokok ada pada diktum *KESATU®

f. Apabila pada diktum terdapat pencantuman nomor urut, ditulis
dengan ketentuan sebagai berikut menggunakan huruf abjad kecil
a, b, dan seterusnya. Apabila terdapat subpenomoran,
menggunakan angka 1., 2., dan seterusnya. Apabila terdapat
subpenomoran, menggunakan huruf kecil a), b),.

Apabila terdapat lampiran dapat ditambahkan Fr';?da diktum
*...scbagai ir dalam b ini®,

£
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Penulisan judul diutamakan singkat, padat, jelas namun mencerminkan

si Keputusan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam

pemilihan judul:

‘a. Diawali dengan Kata berimbuhan pe-an yang menunjukan proses,
contoh: j ian, dsb.

b. Tidak boleh kan kata " (kerena Keputusan

c. F Dapat
ANGGARAN", atau cukup menggunakan "TAHUN'.
Tidak i / i

"TAHUN

sifatnya sudah penetapan)
tahun

Disarankan untuk tidak menggunakan istilah asing.
Apabila menggunakan istilah asing, menggunakan huruf
miring (italic).

3. Jabatan Pembentuk Keputusan
Jarak antara tulisan GUBERNUR SUMATERA SELATAN, dengan

tulisan atas dan bawahnya ideal exactly 10 pt.
Konsideran

Mcnimbang

a. Jumlah i ? ikan dengan unsur

flosofis, sosiologis, dan yuridis), jika konsideran perlunya
pasal atau pasal dari

pe; yang
cukup memuat 1 (satu) pertimbangan saja.
b. Diawali dengan kata "Menimbang’.
c. Memuat uraian singkat i latar pe

Keputusan.

d. Tiap konsideran diawali dengan huruf sesuai urutan abjad font
Kkecil dan dirumuskan dengan kalimat yang diawali dengan kata
"bahwa" dan diakhiri dengan titik koma.

a. Diawali dengan kata "Mengingat”

b, Tiap dasar hukum diawali dengan angka dan diakhiri dengan titik
koma.

¢. Dasar Hukum Memuat:

1) Dasar

2) Undang-Undang dacrah otonom Provinsi
Sumatera Selatan

3) e L yang memeri

Per
pembentukan Keputusan
4) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah

5) per 8 yang terkait
d. Peraturan perund; ng-us : yang di : diurutkan
P pe &
yvang di scbagai dasar hukum pada penyusunan

digunakan 2
Keputusan adalah scbagai berikut:
1) Undang-Undang ;

2) i F
ti Undang-Undang
3) Peraturan Presiden
4) Keputusan Presiden
5) Peraturan Menteri
6) Keputusan Menteri
7) Peraturan Kcpala Lembaga/Badan Pusat
8) Peraturan Daerah
9) Peraturan Gubernur
10) Keputusan Gubernur

-4-

h. Apabila pada Keputusan terdapat hal yang berkaitan dengan
b ¢ di

anggaran/p dapa bahkan pada diktum “Scgala
biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Gubernur ini dibcbankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

i. Diktum terakhir ditutup dengan kata sebagai berikut: "Keputusan

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Gubernur ini.

7. Tanda Tangan/Paral
a, Terdiri dari:

1) Lokasi penetapan

2) Tanggal penctapan

3) Jabatan pejabat pembuat Keputusan

4) Tanda tangan pejabat pembuat Keputusan
5) Nama pejabat pembuat Keputusan

6) Paraf Perangkat Daerah pengusul

b. Diletakan di sudut kanan bawah kertas.

c.

Lokasi penetapan ditulis *Ditetapkan di...."

d. Tanggal penetapan ditulis “pada tanggal.....”

€.

3

Jabatan pejabat pembuat Keputusan ditulis dengan huruf kapital
seluruhnya, diakhiri tanda baca koma ()

Nama pejabat pembuat Keputusan ditulis lengkap tanpa
gelar dan pangkat menggunakan huruf kapital seluruhnya.

g Paraf perangkat dacrah pengusul, asisten yang membidangi, dan

Sekretaris Daerah dibubuhi di Paraf Hierarki dan Kepala Biro
Hukum dan HAM di paraf koordinasi.

Contoh:
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
H. HERMAN DERU
| ParafHierarki | Paraf Koordinasi
Sekretaris Dacrah Kepala Biro Hukum
Provinsi Sumatera dan HAM Setda
Selatan Provinsi Sumsel
Asisten Provinsi
Sumatera Selatan
Kepala OPD Provinsi
Sumsel <
8. Lampiran

a. Memuat lampiran, daftar, tabel, gambar, peta, atau sketsa. )
b. Apabila lampiran lebih dari satu, tiap lampiran diberi nomor

dengan menggunakan ungks romawi. Contoh: Lampiran [,
Lampiran II, dan seterusnya.

¢. Judul lampiran sama dengan judul Keputusan, ditulis dengan

huruf kapital seluruhnya tanpa diakhiri tanda baca.



d. Lampiran yang memuat susunan tim/panitia atau daftar nama,

sekurang kurangnya memuat: g Paraf 1 gkat daerah pengusul di ikan pada ketentuan angka
1) Nama lengkap dengan gelar 7 huruf g

2) Jabatan pada instansi/unit kerja

3) Instansi/unit kerja Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani.

4) Kedudukan dalam tim/kepanitiaan
e. Pada akhir setiap lampiran mencantumkan nama jabatan pembuat
Keputusan, tanda tangan dan nama pejabat pembuat Keputusan, GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
f. Penulisan menggunakan huruf kapital seluruhnya,
Diletakan di sudut kanan bawah lembar terakhir setiap
lampiran,

Contoh Lampiran Keputusan Gubernur
H. HERMAN DERU
LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : JKPTS/BAPPEDA/2025
TANGGAL : 2025
DAFTAR PROYEK STRATEGIS DI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025
[ | DAFTAR PROYEK
R | = STARTEGIS 8
| NO | SKPA DI SUMATERA LOKASI
[ | ‘ SELATAN
1] 2 | 3 4
1. |Dinas PU Bina|Rehabilitasi  Jalan| Kabupaten
Marga dan Tata |Tanjung Raya - Bts. | Empat Lawang |
Ruang Prov. Bengkulu - 7J
2. |Dinas PU Bina|Rekonstruksi Jalan| Kabupaten |
Marga dan Tata|Sp. Semambang - Sp. MURA
Ruang 9 Bangun Jaya
s (Musirawas)
3. |Dinas PU Bina | Pengganti Kal
Marga dan Tata|Jembatan Air Rasau Ogan Ilir |
Ruang Bentang (Ruas Jalan;
Sp. OPI - Babatan
L | | Saudagar - Srijabo) _I

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

= Paraf Hierarki [ Paraf Koordinasi
[Sekretaris Dacrah | [ Kepala Biro Hukum ‘

| Provinsi Sumatera dan HAM Setda
| Selatan Provinsi Sumsel
Asisten Provinsi

Sumatera Selatan

Kepala OPD Provinsi l |
Sumsel

Gambar 3.8
Dokumentasi JDIH

v @ Feraturen Perundang Undangs % +

< @ % jdihsumselprov.go.id/produk-hukum-detail/ 10599 Br L@

5| JOH

[\ ) Beronda Profil Galeri Produk Hukum

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Jenis Dokumen Surat Edaran

Nomor : NOMOR 100.3/045/SE/11/2025
Tahun 1 2025

Judul : TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR
TEU : SUMATERA SELATAN (PROVINSI)
Singkatan Jenis : SE

Tempat Terbit . PALEMBANG

Tanggal Penetapan 02-07-2025

Tanggal Pengundangan 02-07-2025

Subyek : SURAT EDARAN

Status

7. Melakukan Sosialisasi Internal

Untuk memastikan pemahaman menyeluruh terhadap isi dan penggunaan
pedoman teknis, dilakukan sosialisasi internal kepada seluruh pegawai Biro
Hukum dan HAM. Sosialisasi ini menjadi forum berbagi informasi serta

menyatukan persepsi antar bagian dalam pelaksanaan pedoman ke depan.
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Kegiatan ini berlangsung pada Juli 2025 dan disertai dokumentasi berupa

foto kegiatan.

Gambar 3.9
Undangan Sosialisasi

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : Sumsel@sumselprov.go.id, Website : www.samselpeov.go.id

Palembang, £z Juli 2025

Nomor : 2687 JII/202S5
Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Sosialisasi

Yth. Daftar Terlampir
i-
Tempat

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan
Nomor: 100.3/045/SE/II/2025 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Keputusan Gubernur tanggal 02 Juli 202S, ini h
kehadiran Saudara, pada:

Hari/Tanggal : Rabu/2 Juli 2025

Pulcul : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Biro Hulcum dan HAM
Setda insi

A . iali: i Surat Gubernur

100.3 J 045 /

SE/II/2025 tentang Pedoman Tecknis

Penyusunan Keputusan Gubernur
e g

(HP. 085367030353) Kepala Sub i G Setda, Set
DPRD, at dan D Biro dan HAM Setda

Pr

D kami ik atas hati dan kerj:
diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMSEL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b,
KEPALA BIRO DAN HAM,

i H: pan,SH.,SE.,M.Si.,C.MSP
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP.19780907200701 1005

Gambar 3.10
Foto Sosialisasi
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Gambar 3.11
PPT Sosialisasi

SOSIALISASI SURAT EDARAN GUBERNUR
NOMOR 100.3/045/SE/11/2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
KEPUTUSAN GUBERNUR

hittps:/jdih.sumselprov.go.id/produk-
hukum-detail/10599

Oleh:
K. Zulfan Andriansyah, S.H., M.H.

B.Manfaat Aksi Perubahan
Aksi Perubahan yang berjudul: “Standardisasi Keputusan Gubernur

Melalui Pedoman Teknis Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk Hukum
Daerah”, dirancang untuk menjawab kebutuhan akan adanya format baku
dalam penyusunan Keputusan Gubernur, yang selama ini belum
terdokumentasi secara terpadu dalam bentuk pedoman teknis. Aksi ini
memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat fungsi kelembagaan,
meningkatkan akuntabilitas hukum, dan mendukung efektivitas pengambilan
keputusan di tingkat pemerintah daerah.
Manfaat dari Aksi Perubahan ini terbagi menjadi tiga dimensi waktu, yaitu
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
1. Manfaat Jangka Pendek
(Selama masa pelaksanaan aksi, Mei-Juli 2025)
Pada fase awal implementasi Aksi Perubahan, manfaat langsung yang
dirasakan adalah sebagai berikut:
e Tersusunnya Kajian Akademik Awal
Kajian akademik yang dilakukan pada awal aksi (Mei 2025) membantu
mengidentifikasi permasalahan utama dalam proses penyusunan

Keputusan Gubernur, serta menjadi dasar pembentukan pedoman teknis
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yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan.

Terbentuknya Tim Efektif

Pembentukan Tim Penyusun Pedoman melalui Surat Keputusan resmi (Mei
2025) memperkuat struktur pelaksanaan aksi. Tim ini terdiri dari lintas
subbagian di lingkungan Biro Hukum dan HAM, yang bekerja secara
terkoordinasi dan terfokus dalam menyiapkan seluruh tahapan kegiatan.
Tersusunnya Draft Awal Pedoman Teknis

Draft awal pedoman teknis berhasil dirumuskan berdasarkan hasil kajian
dan inventarisasi dokumen Keputusan Gubernur yang ada. Proses ini
menghasilkan struktur awal pedoman yang menjadi titik tolak diskusi
teknis selanjutnya.

Terlaksananya Konsultasi Teknis

Konsultasi teknis yang dilaksanakan pada bulan Mei 2025 membuka ruang
diskusi lintas pihak, terutama untuk mendapatkan masukan awal
terhadap rancangan pedoman. Hal ini memperkaya substansi serta
meningkatkan keterlibatan stakeholder sejak awal proses.

Finalisasi Dokumen Pedoman Teknis

Pada Juni 2025, draft awal pedoman diperbaiki dan disempurnakan
menjadi dokumen final. Finalisasi dilakukan secara partisipatif dan
menjadi tonggak penting menuju penerapan pedoman teknis secara efektif.
Diterbitkannya Surat Edaran Gubernur

Manfaat konkret lainnya adalah keluarnya Surat Edaran Gubernur pada
Juli 2025, yang disertai dengan pengunggahan dokumen pedoman ke
website JDIH. Ini menandai dimulainya pemanfaatan pedoman dalam
lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Terlaksananya Sosialisasi Internal

Sosialisasi internal yang dilaksanakan pada Juli 2025 memberikan
pemahaman awal bagi seluruh aparatur di Biro Hukum mengenai isi dan
penggunaan pedoman teknis, serta pentingnya standarisasi dalam

penyusunan Keputusan Gubernur.

. Manfaat Jangka Menengah

(Setelah pelaksanaan aksi, dalam 2-6 setelah aksi dimulai)

Setelah fase awal aksi perubahan terlaksana, sejumlah manfaat mulai
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dirasakan selama periode uji coba dan evaluasi:
e Terlaksananya Uji Coba Penerapan Pedoman Teknis
Penerapan pedoman teknis Keputusan Gubernur mulai diuji coba pada
OPD percontohan pada Juli 2025. Hasil uji coba ini menghasilkan laporan
tertulis yang menggambarkan sejauh mana pedoman dapat diterapkan
secara operasional.
o Evaluasi dan Perbaikan Pedoman
Berdasarkan hasil wuji coba tersebut, dilakukan evaluasi dan
penyempurnaan substansi maupun struktur pedoman teknis hingga
November 2025. Manfaat langsung dari tahapan ini adalah tersusunnya
dokumen perbaikan pedoman teknis yang lebih aplikatif, akurat, dan dapat
menjawab kebutuhan teknis lapangan.
3. Manfaat Jangka Panjang
(6-12 bulan ke depan)
Pada fase akhir aksi perubahan, manfaat strategis mulai terlihat dalam
kerangka keberlanjutan dan perluasan dampak:
* Replikasi dan Diseminasi ke OPD Lain
Sejak November 2025, hasil evaluasi dari uji coba mulai disebarluaskan
dan direplikasi ke perangkat daerah lainnya. Hal ini bertujuan untuk
memastikan pedoman teknis dapat diterapkan secara luas. Output utama
dari kegiatan ini adalah laporan replikasi dan rencana keberlanjutan
implementasi pedoman di seluruh OPD.
* Monitoring Implementasi Lintas OPD
Dari November 2025 hingga April 2026, dilakukan pemantauan
pelaksanaan pedoman teknis secara lintas OPD. Monitoring ini
menghasilkan laporan evaluasi awal implementasi, yang berguna untuk
melihat efektivitas pedoman dalam mendukung penyusunan Keputusan

Gubernur yang lebih seragam, tertib, dan akuntabel.

C.Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan

Implementasi pengembangan kompetensi dalam Aksi Perubahan

Standardisasi Keputusan Gubernur Melalui Penyusunan Pedoman Teknis
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Penyusunan Keputusan Gubernur di Biro Hukum dan HAM Sekretariat

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pihak yang Terdampak Rencana Strategis Pengembangan Kompetensi

No

Pihak
Terdampak

Perubahan Kompetensi yang

dibutuhkan

Cara
Pengembangan
Kompetensi

Tim Efektif

Biro Hukum
dan HAM Setda
Provinsi Sumsel

Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupat
en/ Kota

Mampu bekerjasama secara
efektif

Memahami standar
penyusunan keputusan
dan prosedur kerja

Mendukung pelaksanaan
aksi

Meningkatkan pemahaman
terhadap urgensi
standardisasi Keputusan
Gubernur

Meningkatkan pemahaman

terhadap struktur dan
format baku Keputusan
Gubernur

Menyesuaikan penyusunan
usulan keputusan dengan
pedoman teknis

Koordinasi dan
coaching harian
Evaluasi progres
secara rutin

Diskusi teknis dan
internalisasi
kebijakan
Penguatan
dokumentasi dan
regulasi

Sosialisasi dan
sharing session
tentang pedoman
teknis

Komunikasi daring
dan pendampingan
konsultatif
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BAB IV
KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN

A.Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan

Pelaksanaan Aksi Perubahan berjudul “Standardisasi Keputusan
Gubernur Melalui Penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan
Gubernur di Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025” telah mengintegrasikan sejumlah materi dari mata
pelatihan pilihan yang diperoleh selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan
Pengawas. Pemanfaatan mata pelatihan ini menjadi bagian penting dalam
mendukung efektivitas perencanaan, koordinasi, hingga pelaksanaan Aksi
Perubahan secara menyeluruh. Adopsi dari berbagai mata pelatihan tersebut
tercermin dalam kemampuan Project Leader dan tim dalam membangun
kolaborasi, menyusun kebijakan teknis, serta mengelola proses kerja yang
terstruktur. Keterkaitan antara mata pelatihan dan pelaksanaan Aksi

Perubahan dirangkum dalam tabel berikut:

«©

Tabel 4.1

Keterkaitan dengan Mata Pelatihan dengan Aksi Perubahan

No | Mata Pelatihan Jalur Hubungan dengan Aksi Sumber
Pembelajaran Perubahan Pembelajaran
1 | Menguasai Seni Daring, Meningkatkan Pembelajaran
Berkomunikasi menjawab keterampilan komunikasi mandiri,
pertanyaan lisan dan tertulis yang Modul dan
efektif, serta penerapan Video

etika komunikasi dalam
koordinasi tim dan
penyusunan pedoman

teknis
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2 | Membina Daring, Mendukung terciptanya Pembelajaran

Kerjasama Tim menjawab kolaborasi yang solid mandiri,
pertanyaan antar anggota tim, Modul dan
pengambilan keputusan Video

melalui musyawarah,
serta sikap saling
menghargai dalam
pelaksanaan aksi

3 | Mengaktifkan Daring, Memberikan pemahaman Pembelajaran
Transformasi menjawab mengenai proses digitalisasi | mandiri,
Digital di Sektor | pertanyaan informasi, relevan untuk Modul dan
Pemerintahan menyusun pedoman teknis | Video

yang terdokumentasi
dengan baik secara digital
dan sistematis

Ketiga mata pelatihan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan
dalam mendukung keberhasilan implementasi Aksi Perubahan. Pelatihan
Menguasai Seni  Berkomunikasi memperkuat kemampuan = dalam
menyampaikan informasi secara jelas, meyakinkan, dan beretika baik kepada
tim internal maupun stakeholder eksternal. Pelatihan Membina Kerja Sama Tim
menjadi fondasi dalam membentuk tim yang solid, terbuka terhadap masukan,
dan mampu menyelesaikan masalah secara kolektif. Sementara itu, pelatihan
Mengaktifkan Transformasi Digital di Sektor Pemerintahan sangat relevan
dalam mendorong proses standardisasi penyusunan Keputusan Gubernur agar
terdokumentasi secara digital dan lebih mudah diakses, sesuai dengan tuntutan
era digitalisasi pemerintahan. Dengan mengintegrasikan ketiga mata pelatihan
ini, Aksi Perubahan diharapkan dapat berjalan lebih terstruktur, adaptif, dan

berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.
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BAB V
DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN

A. Penerapan Strategi Komunikasi
Diseminasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan Aksi
Perubahan karena berfungsi sebagai jembatan dalam menyampaikan gagasan
inovatif kepada stakeholder yang menjadi bagian dari sistem birokrasi maupun
penerima manfaat akhir. Diseminasi tidak hanya berarti menyebarluaskan
informasi, tetapi juga bertujuan untuk mendorong pemahaman bersama,
membangun komitmen kolektif, dan menumbuhkan kepercayaan terhadap

urgensi dan manfaat dari Aksi Perubahan yang dilakukan.

Dalam konteks Aksi Perubahan “Standardisasi Keputusan Gubernur
Melalui Penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur”,
strategi komunikasi difokuskan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang
berkepentingan memahami pentingnya penyusunan Keputusan Gubernur yang
sesuai dengan standar hukum dan tata naskah dinas yang baik, agar produk

hukum yang dihasilkan memiliki kekuatan legalitas dan efektivitas yang tinggi.

Strategi komunikasi dilakukan melalui pendekatan dua arah, yaitu
penyampaian informasi dan penyerapannya kembali dalam bentuk umpan
balik. Media yang digunakan dalam diseminasi meliputi bahan tayang
(PowerPoint), dokumen pendukung, dan lembar infografis tentang struktur dan
substansi pedoman teknis. Penyampaian informasi dilakukan dalam forum-
forum resmi seperti rapat koordinasi, sosialisasi internal, serta diskusi
kelompok terbatas. Sementara sarana prasarana yang digunakan mencakup
laptop, LCD projector, sound system, dan ruang rapat yang representatif, yang

memungkinkan berlangsungnya interaksi yang efektif.

Pendekatan komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif,
tetapi juga persuasif dan partisipatif. Project Leader secara aktif menjelaskan
urgensi aksi perubahan, membuka ruang diskusi, dan menampung masukan
dari stakeholder guna menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap
perubahan yang diusulkan.
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B. Keberhasilan Mendapat Dukungan Aksi Perubahan

Dalam kurun waktu pelaksanaan Aksi Perubahan selama dua bulan (Mei
hingga Juli 2025), Project Leader bersama Tim Efektif telah melakukan berbagai
upaya strategis untuk memperoleh dukungan adopsi terhadap hasil Aksi
Perubahan, baik secara kelembagaan maupun personal. Komunikasi intensif
dibangun dengan berbagai stakeholder, seperti pimpinan unit kerja, bagian
hukum perangkat daerah lainnya, serta pejabat fungsional perancang peraturan

perundang-undangan.

Hasil dari komunikasi yang sistematis tersebut menghasilkan tingkat
dukungan yang cukup signifikan terhadap aksi perubahan. Stakeholder yang
semula berada dalam posisi netral atau bahkan kurang terlibat, mulai
menunjukkan komitmen dan ketertarikan untuk mengadopsi pedoman teknis
tersebut dalam proses penyusunan Keputusan Gubernur di lingkungan kerja
masing-masing. Bahkan terdapat inisiatif dari perangkat daerah tertentu yang
menyampaikan keinginan untuk melakukan replikasi praktik baik ini sebagai

bagian dari upaya penataan regulasi di tingkat sektoral.

Perbedaan antara peta stakeholder sebelum dan sesudah pelaksanaan Aksi
Perubahan sangat mencolok. Sebelum aksi dimulai, hanya segelintir
stakeholder internal yang memahami pentingnya standarisasi Keputusan
Gubernur. Namun setelah pelaksanaan diseminasi dan publikasi, terjadi
peningkatan partisipasi dan dukungan dari stakeholder internal maupun
eksternal yang ditandai dengan peningkatan permintaan informasi dan
dokumentasi terkait pedoman teknis serta kesiapan untuk mengikuti kegiatan

lanjutan seperti bimbingan teknis atau uji coba penerapan.

Keberhasilan ini menjadi indikator bahwa strategi komunikasi yang
dijalankan telah tepat sasaran. Selain memperkuat legitimasi aksi perubahan
di mata organisasi, keberhasilan ini juga menjadi langkah awal yang positif bagi
kesinambungan implementasi pedoman teknis secara lebih luas di masa
mendatang, serta membuka peluang untuk pengembangan lanjutan dalam

bentuk regulasi pendukung atau integrasi sistem informasi hukum yang lebih
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mutakhir.

Sebagai bagian dari strategi keberhasilan Aksi Perubahan, Project Leader
mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak yang menjadi stakeholder
kunci. Dukungan internal diperoleh dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Selatan, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Bagian
Penyusunan Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota,
serta seluruh jajaran di lingkungan Biro Hukum dan HAM. Dukungan ini
menjadi fondasi penting dalam kelancaran proses perumusan, pembahasan,

hingga finalisasi pedoman teknis penyusunan Keputusan Gubernur.

Selain itu, dukungan eksternal juga menguatkan implementasi Aksi
Perubahan, terutama dari Biro Organisasi dan Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan. Biro Organisasi memberikan dukungan melalui
pembahasan teknis terkait kesesuaian format dan struktur Keputusan
Gubernur dengan ketentuan tata naskah dinas dan pengelolaan kelembagaan.
Masukan dari Biro Organisasi menjadi referensi utama dalam penyesuaian
nomenklatur jabatan, unit kerja, serta sistematika penetapan dalam draf
keputusan agar tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur yang mengatur
standar dokumen administrasi pemerintahan. Bapenda turut memberikan
tanggapan positif terhadap rencana implementasi pedoman, karena beberapa
keputusan terkait penetapan pajak dan retribusi daerah juga sering mengalami
hambatan administratif akibat format yang tidak baku. Dengan adanya
pedoman teknis, mereka menyatakan kesiapan untuk mengadopsi standar ini

dalam penyusunan keputusan sektoral di bidang pendapatan.

Sinergi antara pihak internal dan eksternal ini menjadi bukti konkret
adanya komitmen bersama dalam memperkuat kualitas regulasi daerah,
khususnya dalam hal standarisasi format dan prosedur Keputusan Gubernur

di Provinsi Sumatera Selatan.
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Gambar 5.1
Pemetaan Stakeholders (Setelah Aksi Perubahan)
Pengaruh

i

» Kepentingan
( \ [ Defenders \

e ASN Fungsional
Perancang Peraturan
Perundang-Undangan

e Akademisi dan Pakar
Hukum

K e Masyarakat

Apathetics
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Gambar 5.2
Pernyataan Dukungan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
Bapak Drs. H. Edward Candra, M.H.

PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A, Rival No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Flkslmllo (0711) 357483 Kode Pos. 30129
E-mail : Id, Website :

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Drs. H. Edward Candra, M.H.

NIP : 19720906 199201 1 002

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya / (IV/d)

Jabatan : Sckretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

duk “,.“‘ ilan Aksi Per dalam rangka

Pelatihan K impi: yang dilak kan oleh :

Nama s K.Zu\Ian Andriansyah, S.H.

NIP : 19880706 201402 1 002

Pangkat/Golongan : Penata / (IlI/c)

Jabatan : Kepala  Subbagi Peny Kep
Gubernur Sek jat Daerah, Seck iat DPRD,
Inspcktorat dan Badan Daerah

Unit Kerja : Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera
Selatan

Judul Aksi Perub : dardisasi P Gub Melalui

Penyusunan  Pedoman  Teknis Penyusunan
Keputusan Gubernur

Aksi Perubahan terscbut kami nilai sangat bermanfaat untuk Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan terutama dalam upaya meningkatkan kualitas
Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur).

Demiki Surat P ini dibuat untuk dapat

d Candra, M.H.
Madya I (v/d)
906 199201 1 002

Gambar 5.3
Pernyataan Dukungan dari Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra
Bapak Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rival No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telpon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kods Pos 30120
Emi

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si

NIP : 19690608 199003 1 006
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Plt. Asisten F dan

Rakyat Provinsi Sumatera Selatan
Aksi Perubahan dalam rangka

F yang dil; oleh :
Nama : K. Zulfan Andriansyah, S.H.
NIP : 19880706 201402 1 002
Pangkat/Golongan : Penata / (Il/c)
Jabatan : Kepala
Daerah, iat DPRD,
Inspektorat dan Badan Daerah
Unit Kerja : Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera
Selatan
Judul Aksi Perubahan  : isasi G Meclalui

Penyusunan Pedoman Teknis  Penyusunan
Keputusan Gubernur

Aksi Perubahan tersebut kami nilai sangat bermanfaat untuk Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan terutama dalam upaya meningkatkan kualitas
Produk Hukum Daerah yang bersifat

Demiki Surat ini dibuat untuk dapat

' TAHAN DAN

./H. Sunarto, M.Si
N UmmA Muda / (IV/c)
NlP 19690608 199003 1 006
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Gambar 5.4
Pernyataan Dukungan dari Kepala Biro Hukum dan HAM
Bapak Dedi Harapan, S..H., S.E., M.Si., C.MSP.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Talspon (0711) 352388, Faks-mle (0711) 357483 Kode Pos 30129

E-mail

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Harapan, S.H., S.E., M.Si., CMSP
NIP 19780907 200701 1 005
ghkat/Gol : na Tk. 1/ (IV/b)
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi
Sumatera Selatan
a terhadap kebe: Aksi Perubahan dalam rangka
ihan K yang di oleh :
Nama : K. Zulfan Andriansyah, S.H.
NIP 19880706 201402 1 002
Pangkat/Golongan : Penata / lllc
Jabatan : Kepala Ly
G Daerah, jat DPRD,
Inspektorat dan Badan Daerah
Unit Kerja : Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera
Selatan
Judul Aksi Per : isasi G Melalui
Penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan
Keputusan Gubernur
Aksi Perubahan tersebut kami nilai sangat untuk Py

Provinsi Sumatera Selatan terutama dalam upaya memngkaumn kualitas
Produk Hukum Daerah yang bersifat p
i Surat

d:buat

ini

untuk dapat

Per

diper

AN, S.H.,S.E.,M.Si.,CMSP
‘Peﬁ:bma'l'k 1/ (IV/b)
Seg “ NIP. .1§780907 200701 1 005

X 7

Gambar 5.5
Pernyataan Dukungan dari Kabag Penyusunan
Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Kab/Kota
Bapak Hendra Pranata, S.H.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. io. 3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Tdc;xm (©711) aszuu Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
Website :

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendra Pranata, S.H.

NIP : 19820528 200501 1 003

Pangkat/Golongan : PenataTk. I/ (lll/d)

Jabatan : Kepala Bagian F
dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota

di il Aksi b dalam rangka
N impi gawas yang dilak olch :

Nama : K. Zulfan Andriansyah, S.H.

NIP : 19880706 201402 1 002

Pangkat/Golongan : Penata / (Ill/c)

Jabatan : Kepala i
G iat Dacrah,
Inspektorat dan Badan Daerah

Unit Kerja : Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera
Selatan

Judul Aksi : G Melalui
Penyusunan ~ Pedoman  Teknis  Penyusunan

Keputusan Gubernur

Aksi Perubahan tersebut kami nilai sangat bermanfaat untuk Pemerintah
Provinsi Sumatera Sclatan terutama dalam upaya m:nmgkaﬂ(an kualitas
Produk Hukum Daerah yang bersifat

ini

D Surat

dlb\llt

untuk dapat
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Gambar 5.6
Pernyataan Dukungan dari Kepala Biro Organisasi
Bapak Drs. Nelson Firdaus, M.M.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : id, Website : id

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Nelson Firdaus.,MM

NIP : 19671016 198810 1 001

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya/ (IV/d)

Jabatan : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera
Selatan

Aksi dalam rangka
3 yang di oleh :

Nama : K. Zulfan Andriansyah, S.H.

NIP : 19880706 201402 1 002

Pangkat/Golongan : Penata / (ill/c)

Jabatan : Kepala
G Daerah, iat DPRD,
Inspektorat dan Badan Dacrah

Unit Kerja : Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera
Selatan

Judul Aksi < it Melalui

< i G
Penyusunan  Pedoman Teknis  Penyusunan
Keputusan Gubernur

Aksi Perubahan tersebut kami nilai sangat bermanfaat untuk Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan terutama dalam upaya meningkatkan kualitas
Produk Hukum Dacrah yang bersifat

Demiki; Surat P ini dibuat untuk dapat

Palembang, Juni 2025
KEPALA BIRO O

/Utama Madya/ (IV/d)
9671016 198810 1 001

Gambar 5.7
Pernyataan Dukungan dari Kepala Bapenda Prov Sumsel
Bapak H. Achmad Rizwan, S.STP., M.M.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan POM 1X Kampus Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 310633 Faksimile : (0711) 319819 Kode Pos 30137
E-Mail : pdfi@dispendaprovsumsel.co.cc

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Achmad Rizwan, S.STP., M.M.

NIP : 19810923 200012 1 001

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya / (IV/d)

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

terhadap al isasi Aksi Perubahan dalam rangka

Pelatihan K impi gawas yang dilak kan oleh :

Nama : K. Zulfan Andriansyah, S.H.

NIP : 19880706 201402 1 002

Pangkat/Golongan : Penata / (IlI/¢]

Jabatan : Kepala bbagi yusur Kep
Gubernur iat Daerah, iat DPRD,
Inspektorat dan Badan Daerah

Unit Kerja : Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera
Selatan

Judul Aksi Per h : isasi K G Melalui

Penyusunan  Pedoman  Teknis  Penyusunan
Keputusan Gubernur

Aksi Perubahan terscbut kami nilai sangat bermanfaat untuk Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan terutama dalam upaya meningkatkan kualitas
Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan (Keputusan Gubernur).

Demiki: Surat Perny ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

—— /
H: Achmad Rizwan, S.STP., M.M.
Pembina Utama Madya / (IV/d)
NIP. 19810923 200012 1 001




Dalam hal publikasi Aksi Perubahan dimulai dari rangkaian video aksi

perubahan yang dipublikasikan di media sosial YouTube dengan link

https:/ /www.youtube.com /watch?v=BXOFeO9KkHI dan media sosial Instagram
sebagai berikut :

Gambar 5.8
Publikasi pada Media Sosial YouTube dan Instagram

< (& 23 youtube.com/watch?v=BXOFeO9KkHI

@B YouTube *

Telusuri

AKSI PERUBAHAN : STANDARDISASI KEPUTUSAN GUBERNUR MELALUI
PEDOMAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR

K. Zulfan Andriansy... R
7 subscriber @ l‘ 13 93 ﬁ Bagikan

birchukum__provsumsel

2 QO

3

- Disukai oleh silviamorisha dan lainnya

birohukum__provsumsel Surat Edaran Gubernur Nomor

100.3/045/S_E/II/2025 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Keputusan Gubernur.

Sudah dapat diakses di JDIH Prov Sumsel

11 jam yang lalu
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BAB VI
KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

Pelaksanaan Aksi Perubahan tidak berhenti hanya sampai pada tahapan
penyusunan dan implementasi awal. Agar manfaat dari aksi ini dapat terus
dirasakan secara luas dan berkelanjutan, diperlukan strategi jangka menengah
dan jangka panjang yang dirancang secara sistematis dan realistis. Keberlanjutan
Aksi Perubahan menjadi penting untuk memastikan bahwa Pedoman Teknis
Penyusunan Keputusan Gubernur tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi
benar-benar digunakan dan diterapkan dalam setiap proses penyusunan
Keputusan Gubernur yang dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Project Leader bersama Tim Efektif, dengan dukungan penuh dari pimpinan
dan stakeholder internal serta eksternal, telah menyusun rencana Kkerja

keberlanjutan yang bertujuan untuk:

e Menjadikan Pedoman Teknis sebagai acuan utama dalam penyusunan

Keputusan Gubernur.

e Meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur sipil negara dalam

menerapkan standar baku penyusunan produk hukum.

e Membangun budaya kerja yang tertib administrasi dan sesuai ketentuan

perundang-undangan.

e Melakukan pemantauan secara berkala untuk menilai efektivitas dan
kesesuaian implementasi pedoman dengan kebutuhan aktual.
Dalam rencana Aksi Perubahan yang dilakukan Project Leader di Biro
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka

Keberlanjutan Aksi Perubahan sebagaimana dalam tabel berikut :
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Tabel 6.1
Keberlanjutan Aksi Perubahan Jangka Menengah
dan Jangka Panjang

No Tahapan Kegiatan Output Pelaksanaan
Kegiatan Aksi Perubahan Jangka Menengah (2 s.d. 6 bln
1 | Melakukan uji coba penerapan Laporan hasil uji coba | Juli
pedoman teknis di OPD 2025
percontohan
2 | Melaksanakan evaluasi dan Dokumen s.d November

perbaikan hasil uji coba

perbaikan hasil
uji coba

2025

Kegiatan Aksi Perubahan Jangka Panjang (6 s.d. 12 bulan)

1 | Melakukan diseminasi hasil dan| Laporan November
replikasi ke OPD lain replikasi dan 2025
rencana
keberlanjutan
2 | Melakukan monitoring Laporan November
implementasi lintas OPD monitoring dan 202.5 s.d.
April 2026

evaluasi awal
implementasi
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Dengan mengimplementasikan langkah-langkah keberlanjutan
sebagaimana dirancang dalam rencana jangka menengah dan jangka panjang,
diharapkan Aksi Perubahan “Standardisasi Keputusan Gubernur Melalui
Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur Sebagai Upaya
Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah” tidak hanya berhenti sebagai
inovasi sesaat, tetapi mampu menjadi bagian integral dari tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan aksi perubahan ini
diharapkan berjalan secara sistematis, konsisten, dan adaptif terhadap
perkembangan kebutuhan penyusunan keputusan di masa mendatang. Dengan
komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, keberadaan pedoman
teknis ini akan mendorong peningkatan kualitas produk hukum daerah secara
signifikan, memperkuat kepastian hukum, dan menjadi pijakan yang kokoh bagi
perumusan keputusan gubernur yang efisien, efektif, dan akuntabel di
lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Gambar 6.1
Komitmen Tindak Lanjut Aksi Perubahan

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 35238K, Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : Sumsel@sumselprov.go.id, Websile : www.sumselprov.go.id

KOMITMEN TINDAK LANJUT AKSI PERUBAHAN
NOMOR: 2730 /11/2025
TENTANG
STANDARDISASI KEPUTUSAN GUBERNUR MELALUI PENYUSUNAN
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dedi Harapan, S.H., S.E., M.Si., CMSP
NIP : 19780907 200701 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.1/ (IV/b)
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi
Sumatera Selatan
2. Nama : K. Zulfan Andriansyah, S.H.
NIP : 19880706 201402 1 002
Pangkat/Golongan : Penata / lllc
Jabatan : Kepala Subbagian Penyusunan Keputusan

Gubernur Sekretariat Dacrah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat dan Badan Daerah
Dengan adanya Aksi Perubah dardisasi Keputusan Gubernur
Melalui Penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur pada
Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Sclatan, kami menyatakan

Komitmen Bersama untuk di juti Aksi Perubah tersebut dalam
Jangka Menengah dan Jangka Panj d terus ingkatk pelay
penyusunan Keputusan Gubernur lalui penyempurnaan Ped Teknis

Penyusunan Keputusan Gubernur agar menjadi salah satu inovasi di Biro
Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Sclatan.

Demikian Pernyataan Komitmen ini dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Palembang, 3 Juli 2025

Kepala Biro Hukum HAM, Kasubbag Penyusunan
Keputusan Gubernur

@@47,_‘

Dedi Harapan, S.H.,S.E.,M.S1.,CMSP K. Zulfan Andriansyah, S.H.
Pembina Tk. I / (IV/b) Penata (Ilic)
NIP. 19780907 200701 1 00S NIP. 19880706 201402 1 002
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BAB VII
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

A. Pemetaaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan

Pengembangan potensi diri merupakan bagian integral dalam
membentuk kepemimpinan yang tangguh dan mampu menghadapi tantangan
perubahan birokrasi, termasuk dalam pelaksanaan Aksi Perubahan dengan
judul "Standardisasi Keputusan Gubernur Melalui Pedoman Teknis
Penyusunan Keputusan Gubernur Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas
Produk Hukum Daerah". Proses ini menuntut peserta untuk terus mengevaluasi
dan meningkatkan kapasitas dirinya agar dapat menjadi agen perubahan yang

efektif di lingkungan kerja.

Potensi diri pada dasarnya merupakan kemampuan laten yang perlu
diasah agar berkembang secara optimal. Potensi tersebut dapat dianalogikan
seperti energi yang jika digunakan secara maksimal, akan menghasilkan kinerja
yang signifikan. Untuk itu, diperlukan komitmen berkelanjutan dalam
pengembangan diri secara mental, emosional, dan profesional. Dalam
pelaksanaan aksi perubahan, kemampuan untuk memahami, menggerakkan,
serta mempengaruhi orang lain menjadi modal penting yang harus terus

dikembangkan.

Dari hasil akhir penilaian potensi diri, peserta memperoleh nilai 8,78
dengan kualifikasi "Baik". Hal ini menunjukkan bahwa peserta memiliki
kesiapan dan kapabilitas dalam mendukung transformasi di instansi, namun
masih dibutuhkan pengayaan lanjutan untuk mempertajam kompetensi yang

relevan dengan tugas sebagai pejabat pengawas.

Rekomendasi berdasarkan hasil pemetaan adalah agar peserta diberikan
ruang dan kesempatan untuk memperluas wawasan serta meningkatkan
keterampilan melalui kegiatan pengembangan kapasitas berbasis praktik dan
mentoring secara berkelanjutan. Fokus pengembangan diarahkan pada tiga
kompetensi utama yang merefleksikan sikap dan perilaku kepemimpinan, yaitu:

1. Integritas
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Integritas adalah fondasi utama dalam setiap tindakan pemimpin. Dalam
konteks aksi perubahan ini, integritas terlihat dari konsistensi peserta
dalam menyusun pedoman teknis secara objektif dan akuntabel. Mengacu
pada PermenPANRB No. 38 Tahun 2017, integritas adalah konsisten
berperilaku selaras dengan nilai, norma dan etika organisasi serta jujur
dalam hubungan kerja dengan seluruh pemangku kepentingan.
2. Kerjasama

Kerjasama menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendorong
perubahan organisasi. Dalam penyusunan pedoman teknis Keputusan
Gubernur, kemampuan untuk bekerja dalam tim, menghargai pendapat,
dan mencapai konsensus menjadi kunci keberhasilan. Definisi kerjasama
menurut PermenPANRB No. 38 Tahun 2017 menekankan pentingnya
membina hubungan kerja yang efektif dan komitmen dalam penyelesaian

tugas secara kolektif.
3. Mengelola Perubahan

Kompetensi ini menjadi inti dari aksi perubahan yang dilakukan. Peserta
harus mampu memimpin proses perubahan yang mencakup penyusunan
kebijakan baru, penyesuaian struktur kerja, serta penyelarasan prosedur.
Pengelolaan perubahan yang efektif mensyaratkan perencanaan matang,

komunikasi terbuka, serta keterlibatan aktif seluruh pihak terkait.
B. Proses dan Progres/Hasil

Proses pengembangan potensi diri dilakukan secara paralel dengan
pelaksanaan aksi perubahan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:
pengisian formulir pemetaan potensi, konsultasi dengan mentor dan coach,
serta pelaksanaan tugas-tugas aksi perubahan yang relevan dengan

peningkatan kompetensi.

Dari hasil evaluasi, aspek kerjasama menunjukkan nilai yang lebih rendah
dibandingkan aspek integritas dan pengelolaan perubahan. Temuan ini menjadi
dasar untuk peningkatan keterlibatan peserta dalam tim, kemampuan
komunikasi lintas fungsi, serta keterampilan memfasilitasi sinergi antar

anggota. Pengembangan aspek ini menjadi penting agar pelaksanaan pedoman
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teknis Keputusan Gubernur dapat berlangsung secara efektif dan didukung oleh

seluruh elemen birokrasi yang terlibat. Komponen kerjasama tersebut dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.1

Kertas kerja Pengembangan Potensi Diri

No

Komponen
/Sub
Komponen

Kegiatan
Pengembangan
Potensi Diri untuk
Pelaksanaan Aksi
Perubahan

Kegiatan/Tahapan
Aksi Perubahan

Pelaksanaan

Integritas

Refleksi nilai
etika kerja
melalui coaching
bersama coach,
serta komitmen
tertulis dalam
penyusunan
pedoman yang
bebas
plagiarisme dan
manipulasi data

Penyusunan
awal
teknis

draft) Mei 2025
pedoman

Kerja Sama

Menginisiasi
forum koordinasi
lintas OPD untuk
menggali
masukan dan
menjamin
keterlibatan
semua pihak
dalam
penyusunan
pedoman teknis

Konsultasi lintas
bidang

Mei 2025

Mengelola
Perubahan

Mengikuti
pelatihan teknis
penyusunan
produk hukum
dan adaptasi
terhadap sistem
monitoring
digital
pelaksanaan
pedoman

Sosialisasi dan
pelatihan ASN

Juni 2025

Setelah  melaksanakan

penugasan/pelatihan yang diikuti,

pengembangan

maka terdapat

diri

melalui

perubahan

penilaian untuk hasil pemetaan nilai sikap dan perilaku, yaitu :
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Tabel 7.2
Formulir Peserta

FORMULIR PESERTA
Nama K. Zulfan Andriansyah, 5.H.
NIF 198807062014021002
Jabatan Kmubbag Penyusunan Keputisan Gubernur, Setda, Set DPRD, Inspektocat, dan Badan Dasrah
Instansi Bire Hukumn dan HAM Setda Provins Sumsed
Program PEP Anglatan Il
Komponen Sub Komponen SKOR1 - 10

1 |Mengingatkan rekan keda atau bawahan wntuk bertindak sesuai dengan nilai, 1
nanma, dan etika organizasi dalam segala situasi dan kondis.

2 |Menunjukkan komitmen dan tanggung jawab terhadap penyslesaian tugas yang 3
diembannya.

3 |Mengingatkan rekan kerja atau bawahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi
mereka sesuai dengan tenggat waktu yang ada dan mematuhi ketentuan terkait ]
wak tu ker ja yang berlaku dalam or ganisasi.

INTEGRITAS 4 |Memberikan informas yang dapat dipercaya kepada orang lain/ pihak lain sesuai a
dengan etika anganisasi.

5 |Menerapkan nonma atau aturan yang berlaku dalam organisai secara komsisten 1
dalam setiapsituas dalam lingkup pekerjaannya.

& |Memberikan argumen dengan disertai pemahaman atas ketentuan yang berlaku di
organizasi dan komsekuensinga dalam mengingatkan atay mengajak rekan keda) -
bawahan dalam penegakan aturan.

JUMLAH 8,33

7 |Menyampaikan informasi dengan cubup jelas baik secara teruls maupun lizan a
dalam memunjang kelancaran kerja pada wniytim y ang dipimpinnya.

8 [Melakukan koordinasi yang efekif dengan pihak-pihak relevan di lingkup satuan 1
kevja)or ganisasi dalam rangka menjamin kineja di inglup unitnya.

9 |aktif menjalin komunikas dengan pemangku kepentingan eksternal organisas g

KERLAS AN dalam rangka menunjang kualitas layanan yang diselenggarakan ong anisasi

10 |Merespon dengan positif adanya perbedaan atay kemajemukan dalam uniytim 1
kerja sshingga tetap fokus pada tujuan kerja yang disepakati,

11 |Bertanggungjawal ter hadap peran atau tugasnyadalam rangha mencapai sazaran
atau tujuan tim yang telsh disepakati. B
JUMLAH 822

12 |Aktif menard informas kebutuhan  pemangks kepentingan dan memiberikan
penjelasan mengenai prosedur fandar pelayanan yang bersku sebagai upaya 8
pemenuhan pelayanan publik yang efekiil dan efisien.

13 |Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan difi dengan tuntutan a
perubahan dalam pemberian pelayanan pulblik.

MENGELOLA 14 Munguna.ban cara yang h-e_'rag?irn untuk rrn_'maslil:.an bawallun lme_'mah.imi arahan
PERUBAHAN penyslesaian tugas yang sesuai dengan target kerja yang diberikan dan 30F yang 8
beerlaku

15 |Mencari metode kerja alternatil yang lebih efelif untuk menyesaikan pekosjaan 3
tarutama ketika menghadapi hambatan

16 |Proaktif mencari peluang perbaikan yang perly dilakukan untuk meningkatkan 1
kualitas pemberian pelayan public.

JUMLAH 8,20

Palembang, Juli 2025
Peserta

f:'_‘f.:;g__ ﬁ 5

K. Zulfan Andriansyah, S H.
HIP 19330706201 402 1002
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Tabel 7.3
Formulir Mentor

FORMULIR MENTOR
Nama Peserta K. Zwifan &ndriamsyah, SH. Mama Mentor : Hendra Pranata, 5 H.
MIF 198307062014021002 MIP: ;198205 28200501 1003
Fabatan Kasubbag Penyusunan Keputusan Gubennu Jabatan :  Kabag Penyusunan Kepgub dan Pe
Imstans Birg Hukum dan HAM S tda Provins Sumes Instansi ¢ Bhirg Hubkum dan H&M Setda Prowis
Program PKP fngicatan 1l
K Sulb: SKEOR1-10
1 [Mengingatian rekan kerja atau bawa han unbuk be rtindak sesuai dengan milai,
narma, dan etika arganisas dalam segala situas dan kandisi., g
2 |Menunjuiican karmitmen dan tanggung jawab terhad ap penpebes sian tugas yang 3
iz rmiban ya.
3 |Mengingatican reican ke rja atau bewahan untuk melsksanakan tugas dan fungsi 3
mmesne e sesuai dengan tengeat wakty vang ada dan mematuhi ketentuan tedait
INTEGRITAS 4 [Memiberikan informasiyang dapat dipercaya kepada oranglain pihak Lain sesuai 3
dengan etika arganisasi.
5 |Meneraphan nooma atay aturan yang berlaku dalam ong anis.asi secara konsisten
dalam setiop stuas dalam lingkug seke faanmya. -1
6 |Memberikan angumen dengan disertai pemahaman atas ketentuan yang berlakou o 3
srganisas dan kamekusminga dalam mengingatkan atau mengajak rekan kerjal
JURALAH o000
3 [Mermpampaikan informasi dengan cukup jelas baiksscara tertulis maupun lsan 3
da lamn rmenunjang kelancaran kerja poda wnit tim yang dipimpdnnya.
10 | Melafouican koordinasi yang o felkif dengan pihak-pihak relewan di lingloup s atuan a
werjal organisas dalam rangka menjarmin kinsja di lingku o umitnya.
11 [Alktil menjalin komunikas dengan pemanghu kepen fngan sheter nal onganisasi 3
KERLASANAA dalam rangka menunjang kualitas Layanan yang disels ngga rakan soganisasi
12 | Mt rempon dengan positif adamyga perbed aan atau kemajemukan dalam unitftim 5
fpearin weshi neoa teta o fodoy s goada tyiuan e vane o wati
13 |Bertanggungjawals terhadap peran ataw tug asnya dalamrangka mencapai sas.aran
aLau tujuan tim yang telah dise pakati. 3
JURALAH 500
14 | Akt mesncarni informasi kebutuhan pemangiou ke pentingan dan meemiberikan
penjelasan mengenaiprosedur standar pelayanan yang berlaku sebagai upaya E]
pemenuhan L publik yang e feitif dan efsien.
15 [aktif menge mibangkan ks mamsuan un itk moenyes aikan din dengan tuntatan
perubahan dalam pemiberi an pelayanan publik. E]
::;:;i"l?;: 16 |Menggunakan cara yang beragam untuk memastikan bewahan memahami arahan 3
permyede saia N tuga s vang sesuai dengan tanget berja voang dibesrican dan S0P wang
17 |Mencar metade kerja alternatil yang bebih efekiil untuk menypesaikan pekegaan
teerutama ketika menghadapi hambatan E
18 |Proaktil mencari peluangperbaikan yang peeriu dilakouian untulk meningicatican 3
boua litars prermibes rian peslayan pu b
JURALAH .00
Palembang,  Juli 2025
Ilerrior
et -

Hendra Pranata, 5. H.
HIF 1982052 82005011003
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Tabel 7.4
Rekap Nilai Peserta

REKAP NILASI PESERTA

Nama : K. Zulfan Andriansyah, SH.
NIP : 198807062014021002
Jabatan : Kxmubbag Penyusunan Keputusan Gu wur, Setda, Set DPRD, Inspektarat, dan Badan Dasrah
Instansi : Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumssd
Program : PEP Anghkatan Il
Koam pomnen Sub Komponen Milai Kualifik asi
Tanggung jaw.ab E] Baik
El
E]
Integritas a
E] Baik
3 Baik
833 Baik
2 Bailk
jasama Bkste E] Baiik
. Komunikasi g Istim ewa
Herpsama At 3 Baik
Kamitmen dalam Tim & Baik
Rata-Rata a20 Baik
ientasi Pelayanan a Baik
a Baik
Mangelola e a Baik
Peerubahan el Istim ewa
Ini siail 8 Baik
Rata-Rata a.20 Bailk
Rata-Rata Nili Sikap Perilaku : 824 Baik

Ka mrangan Kualfka s
99810 Btimewa
7-899 Bailk

5699 Cukup

3499 Kurang

1293 Sangat Kurang
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Tabel 7.5

Rekap Nilai Mentor

REKAP NILAI MENTOR
Nama Peserta K. Zulfan Andriansyah, S.H. Nama Mentor Hendra Pranata, 5.H.
NIP 158807062014021002 NIP: 158205282005011003
Jabatan Kasubbag Penyusunan Keputusan Gube Jabatan Kabag Penyusunan Kepgub dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota
Instansi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Su Instansi Bire Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
Program PKP Angkatan Il
Komponen Sub Kom ponen Nilai Kualifikasi
Tanggung jawab 9 Istimewa
Komitmen 9 Istimewa
Kedisplinan 9 Istimewa
Integritas Kejujuran 9 Istimewa
Konsistensi 3 Istimewa
Pengambilan Keputusan Dilematis 9 Istimewa
Rata-Rata 7,71 Baik
Kerjasama Internal 9 Istimewa
Kerjasama Eksternal 9 Istimewa
Kerjasama Komunikasi 9 Isﬁmewa
Fleksibilitas 9 Istimewa
Komitmen dalam Tim ] lstimewa
Rata-Rata 9,00 stimewa
Orientasi Pelayanan 9 Istimewa
Adaptabilitas El Istimewa
Mengelola Pengembangan diri dan orang lain El Istimewa
Perubahan Orientasi pada hasil 9 Istimewa
Inisiatif 9 Istimewa
Rata-Rata 9,00 stimewa
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8,57 Baik
Keterangan Kualifikasi
9.99-10 imewa
7-8.99 Baik
56.99 ukup
+4.99 urang
1-2.99 at Kurang
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Tabel 7.6

Rekap Nilai Gabungan Peserta dan Mentor

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama K. Zulfan Andriansyah, 5.H. Nama Mentor Hendra Pranata, S.H.
NIP 158807062014021002 NIP: 158205282005011003
Jabatan Kasubbag Penyusunan Keputusan Gubernur, Setr Jabatan Kabag Penyusunan Kepgub dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kotz
Instansi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel Instansi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel
Program PKP Angkatan Il
Komponen | Sub Komponen Nilai Peserta | Nilai Mentor Nilai Rata-Rata | Kualifikasi
Tanggung jawab 8 E] 8,70 Baik
Komitmen 9 9 9,00 Istimewa
Kedisplinan El 9 5,00 Istimewa
Integritas | Kejujuran 8 9 8,70 Baik
Konsistensi 8 9 8,70 Baik
Pengambilan Keputusan 8 k| 8,70 Baik
Rata-Rata 833 9,00 8,80 Baik
Kerjasama Internal 8 E] 8,70 Baik
Kerjasama Eksternal 8 E] 8,70 Baik
Keri Komu nikasi 9 9 9,00 Istimewa
Erjasama e sibilitas g g 8,70 Balk
Komitmen dalam Tim 8 9 8,70 Baik
Rata-Rata 8,20 9,00 8,76 Baik
Pelayanan Publik 8 9 3,70 Baik
Adaptahilitas 8 9 8,70 Baik
Mengelola |Pengembangan orang lain 8 9 8,70 Baik
Perubahan |Orientasi pada hasil 9 9 9,00 Istimewa
Inisiatif 8 = 8,70 Baik
Rata-Rata 8,20 9,00 8,76 Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku: 8,24 9,00 8,77 Baik

Keterangan Kualifikasi
99910 Istimewa
7-8.99 Baik

56.99 Cukup

34.99 Kurang

1-2.99 Sangat Kurang
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Tabel 7.7
Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Mama Peserta o K Zulan Andriansyah, SH. Mama Mentor o Hencra Prameta, SH.

MIP o 1SEA0T0EX 4021002 MNIP: o 1SA2052A005011003

Iahatan ¢ et Peryusirsn Keouisan Gobesrur, Sed Jabatan Kty Pernusuren Kepgui don Penbiresn Hulorn Katnpesen/Hots
Instansi © Bira Hukum dan HAM Seida Provinesi Sumss Instansi o Biro Hulourm dan HAM Setda Provinsi Sumsad

Program : PHP Ao 1l

Sub Komponan
[

99310 Isfrmewa 878
7893 Bk :
5899 Culup Kzl
349 Kurary Baik
1-299 Sargpen Kurang

REKOMENDA 5 PENGEMBANGAN POTEN 3 DIRI:

tetimewa Mernges ik rila pacda sub komganen pada Formulir Peserta atay Menior dan Resrn rilal gabungan, peserta
[preriu cibserikan pengenasan pengembangan polens dini dalam beriuk kegiatn-kegiatan yang lerukur pada sl
[rriedaiosarton dos perubefaniya dengan Bimbingan dan pendampingan sebage bekal penganaen sk perilao
ek resncudul jubertan pimpinan yang lebih Snogl

Balk o [ Mernperfesiin rila pada sub komponen pada Formlie Peseria ateg Menior dan Rekep rilal gabungan, pesaria
[preriu cibserikan pengenasan pengembangan polens dini dalam beriuk kegiatn-kegiatan yang lerukur pada sl
[ skl perubsiurenya dengan Bimbingan dan pendampingan yang erjadwal sebece Belcal pendalaman
ik presriltion clalaam faberton pimpinen pongenwas

[Cukup o [ Mernperfesiin rila pada sub komponen pada Formlie Peseria ateg Menior dan Rekep rilal gabungan, pesaria
e chibsewrikian program: pegembangen poters din dalfam, beriul: kegiatan-Regiatan yang feukoor pads s
[ skl perubsiorenya dengan Bimbingan dan pendampingan yang terjacwal et el penguestan
ik presrilasion clalarn mesnduculil faberton pengenras

Kurang - |Mermnperteriion rilal pocda sub komponen pesds Formulie Peserta st Mertor dan Rl rilal gabungan, presaris
sangat Kurang * |pewiu ditsewikan program pengemEengan poteres diri dalam bentuk kegiztan-kegiatn yang enkur poda i
medafosrtan dosi perubeferrmya dengan Bimbingan, pendampingan yang sangat ketal dan seteikeya agar
rredisdcn urit pengediala Kepegenaian instans sl peserta seboge belcdl penguaton sikag perilaku dalam
[resnchachuli jabeian pengeraas
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BAB VIII
PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi Aksi Perubahan yang dilakukan Project

Leader bersama Tim, dapat disimpulkan bahwa:

1.

Kerja sama yang baik dengan stakeholder internal dan eksternal sangat
krusial untuk mendukung kelancaran serta keberhasilan implementasi Aksi

Perubahan.

. Keberhasilan penerapan "Standardisasi Keputusan Gubernur melalui

Penyusunan Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan Gubernur" merupakan
kontribusi nyata dalam mendukung tugas dan fungsi Biro Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

. Dukungan dari para pemangku kepentingan sangat menentukan arah dan

pencapaian sasaran perubahan yang telah dirancang.

. Tersedianya anggaran dan sumber daya memadai menjadi faktor penting

dalam menjamin keberlangsungan kegiatan aksi perubahan.

. Melalui aksi perubahan ini, diharapkan penyusunan Keputusan Gubernur

menjadi lebih terarah, sistematis, dan memenuhi standar hukum

administratif yang baik.

. Pelaksanaan aksi perubahan telah meningkatkan kesadaran dan kapasitas

aparatur terhadap pentingnya standarisasi dalam penyusunan keputusan,
yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan kualitas regulasi yang

dihasilkan.

. Aksi perubahan ini tidak hanya memberi dampak jangka pendek, namun juga

membuka ruang perbaikan sistem berkelanjutan di Biro Hukum dan HAM

melalui budaya kerja berbasis pedoman yang baku dan terstruktur.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam laporan Aksi Perubahan ini, antara

lain:

1.

Perlu dukungan yang berkelanjutan dari mentor dan coach dalam bentuk
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arahan, bimbingan, dan penguatan motivasi selama dan setelah
pelaksanaan aksi perubahan.

Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan teknis dalam
penyusunan produk hukum sangat penting untuk meningkatkan kualitas
Keputusan Gubernur.

Pentingnya sinergi dan kolaborasi antara stakeholder internal dan eksternal
sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menjaga kualitas kebijakan
yang dihasilkan melalui Keputusan Gubernur.

Disarankan agar pedoman teknis yang telah disusun dapat disosialisasikan
secara luas ke seluruh OPD agar penggunaannya menjadi seragam dan
dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi
pedoman teknis guna menjamin efektivitas dan memperbaiki kekurangan
yang mungkin muncul.

Disarankan agar hasil aksi perubahan ini dapat dijadikan sebagai dasar
pengembangan kebijakan strategis lainnya dalam bidang peraturan

perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
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